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TANTANGANPENGEMBANGANPERKOTAAN 
DANWILAYAH DI MASA DATANG 

Oleh: 
Tedjo Suminto 

Pembagian Daerah 

Sesuai dengan pasal 18 UUD 
- . maka: "Pembagian daerah In­

\&.II~UI· atas daerah besar dan kecil 
bentuk susunan pemerin­

- oa.u .... ya ditetapkan dengim un· 
-undang dengan memandang 
mengingati dasar permusya­
tan dalam sistem pemerintah­

negara dan hak asal usul dalam 
erah-daerah yang bersifat is-

Pemerintahan Daerah 

Benl.asarkan penjelasan pasal 18 
;n 1945, maka: 

"Uleh karena Negara Indonesia itu 
tu "eenheidstaat" maka Indo-

esia takkan mempunyai daerah 
_ dalam lingkungannya yang 
bersifat "staat" pula. Daerah Indo­

esia akan dibagi dalam daerah 
insi dan daerah propinsi akan 
· pula dalam daerah yang le­

kecil. 
Daerah-daerah itu bersifat 

utonoom (streek dan locale 
rechtsgemeenschappen) atau bersi­
fat administrasi belaka, se­
muanya menurut aturan yang akan 
ditetapkan dengan undang-un-
dang. 

Di daerah-daerah yang bersifat 
autonoom akan diadakan Badan 
Perwakilan Daerah oleh karena di­
daerahpun pemerintahan akan 
bersendi atas dasar permusyawa­
ratan. 

III. Hubungan Pusat dan 
Daerah 

A Penyerahan Urusan Pe~e­
rintahan Kepada Daerah 

Daerah dengan pemerintahan 
daerahnya merupakan sub sistem 
dari Pemerintahan Pusat, sesuai 
isi maksud pasal 18 UUD 1945, 
dengan tujuan untuk meningkatkan 
daya guna dan hasil guna Pemerin­
tah guna memenuhi pelayanan ter­
hadap masyarakat, meningkatkan 
kesejah-teraan umum dan per­
satuan. 

B Asas Penyelenggaraan Pe­
merintah di Daerah 
(Berdasarkan UU No. 5 Tahun 
1974) 
1. Asas desentralisasi 
2. Asas dekonsentrasi 
3. Asas tugas pembantuan, 

/"") 

Asas dekonsentrasi merupakan 

Forum Geografi No. 16 dan 17 Th. IX/ Juli dan Desember 1995 3 



asas yang seJaJar dengan asas 
desentralisasi dan ama pentirignya 
pula: dimana asas desentralisasi' di­
laksanakan dalam bentuk otonomi 
yang nyata dan bertangungjawab 

' jawab. Otonomi nyata yang bertang­
gung jawab tadi lebih meritpakan ke­
wajiban daripada hak; disamping 
wewenang yang melekat padanya. 

C. Prinsip Penyelenggaraan 
Pemerintahan di Daerah 

Penjelasan pasal18 UUD 1945 butir 
l.i, ialah: 
1. Pelaksanaan pemberian otono­

mi kepada daerah harus menun­
jang aspirasi perjuangan rakyat, 
yakni memperkokoh negara ke­
satuan dan mempertinggi kese­
jaht~raan Rakyat Indonesia 
seluiuhnya. 

2. Pemberian otonomi kepada Da­
erah harus merupakan Otonomi 
nyata dan bertanggungjawab. · 

3. Asas desentralisasi dilaksana­
kan bersama-sama asas dekon­
sentralisasi dan memberikan ke­
m\.lngkinan pula bagi pelaksana­
an asas tugas pembantuan. 

4. Pemberian otonomi kepada dae­
rah mengutamakan aspek 
kerasian dengan tujuan, disam­
ping aspek pendemokrasian. 

5. Tujuan pemberian otonomi ke­
pada Daerah adalah untuk men­
ingkatkan dayaguna dan hasil­
guna penyelenggaraan Peme­
rintahan di daerah, terutama 
dalam pelaksanaan pembangun­
an dan pelayanan terhadap 
masyarakat serta untuk pembi­
naan kestabilan politik dan ke-
satuan bangsa. " 

D. Penyelenggaraan Pemba­
ngunan 

Pada dasarnya, tugas tersebut­
merupakan tugas yang sejak se­
mula telah diamanatkan, sebagai 
tertuang dalam pembukaan UUD 
1945, ialah: 
1. Melindungi segenap bangs a In­

donesia dan seluruh tumpah 
darah Indonesia, 

2. Memajukan kesejahteraan 
umum, 

3. Mencerdaskan kehidupan 
bangsa, 

4. Ikut melaksanakan ketertiban 
dunia yang berdasarkan kemer 
de.kaan abadi dan keadilan sosial. 

Dengan demikian tugas pemba­
ngunan merupakan bagian tugas 
nasional keseluruhan yang dilak­
sanakan bersama penyelenggaraan 
pemerintahan. Tugas ini diamanat­
kan kepada pemerintah sebagai 
tugas jangka panjang yang bertahap 
dan berencana, berkelanjutan. 

Tersirat didalamnya; niat untuk · . 
mencapai keadaan yang lebih, se­
baik-baiknya baik, bahwa saat ini 

· lebih baik dari kemarin, dan besok 
adalah lebih baik dari sekarang. 
Terkandung didalamnya dimensi 
waktu penetapari sasaran, penca­
paian tujuan, dan pendayagunaan 
manfaat: bagi keseluruhan warga 
masyarakat, di seluruh tanah air. 

Termaktub pula secara sadar 
bahwa akan dijumpai berbagai ke­
sulitan, keterbatasan maupun per- . 
masalahari yang harus dip~~~ 
cahkan. Hal ini dicerminkan ketef:­
batasan yang dipunyai, kemampuan 
yang dapat digali, ataupun sumber-
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berbagai peluang yang 
1-llllllkl-in dapa dikembangkan. 
~!!d~.ban tersebut merupakan 

r.tmr dari mengenali diri sendiri 
enampung aspirasi, men- , 

f'.llll!ll:!~ partisipasi dan swadaya, 
enggerakan kesem uanya 
ru tujuan bersama, secara 

,Jal!!ZIDal dan regionalldaerah. 

Pelllll18Dgunan Daerah Se- . 
· Ba.gian dari Pemba­

~-an Nasional 

Sel~~~~g.lri· bagian dari tugas Nasional 
ai:IBgi!ll- diamanatkan dalam pem· 
t• ta:a!Il UUD 1945, kemudian UUD 

arkan dalam GBHN maka 
!!letall~aiaill kegiatan Pembangun· 

" · al dan termasuk didalam · 
Pembangunan Daera:h , 

:.erupakan kegiatan yang terukur 
[ji. terinci, dan secara sadar 

,lllllil'!!llglgmlakan keseluruhan kemam · 
yang ada ataupun dapat 

Dengan demikian, kemampuan 
. ediakan sumber daya meru-

bagian integral dalam proses 
pembangunan itu sendiri. Kemudian 
~ dengan pendekatan kewila· 
yahan Nasional, daerah besar dan 

· di Propinsi dan Kabupatan!Ko· 
adia, merupakan bagian ruang 

asional diatas mana kegiatan 
pelaksanaan tersebut berlangsung. 

Karenanya pembangunan daerah 
dapat dikaji sebagai alokasi pelak-
anaan pembangunan kedaerah 

kegiatan Pembangunan yang dise· 
lenggarakan oleh Pemerintah 
Daerah (bersama masyarakat). 

Berdasarkan pengertian bahwa 
wilayah·wilayah dibagi kedalam 

daerah Kabupaten dan Kotamadya, 
maka keseluruhan sistem pem· 
bangunan tersebut pada dasarnya 
merupakan kesatuan pengelolaan. 

Atau dengan kata lain, Pem· 
bangunan Daerah itu sendiri, tetap 
merupakan bagian dari sistem Pem­
bangunan Nasional. 

Dimensi kewilayahan merupa· 
kan salah satu dasar pendekatan 
karena memang wilayah nasional 
telah terbagi kedalam ruang·ruang 
daerah yang dicerminkan ruang as· 
pirasi, potensi, peluang sekaligus 
batasan. 

Termasuk didalamnya berbagai 
alokasi yang memperlihatkan 
penempatan kaitan satu sama lain 
sebagai kesatuan strategis . 
Karenanya, ciri-ciri khas masing· 
masing wilayah akan memberikan 
warna atas kegiatan pembangug.an 
itu, bahkan merupakan pendorong 
keberhasilan pencapaian manfaat 
pembangunan. 

Dan apabila sistem nasional pem· 
bangunan ingin mencapai optimasi 
manfaat setinggi-tingginya, maka 
warna lokal dalam pembangunan 
akan memberikan ciri-ciri ma­
nusiawi, lingkungan yang lebih 
tepat bagi wilayah yang bersang­
kutan. Dengan demikian pencapaian 
efisiensi setinggi-tingginya dalam 
konteks nasional dapat memberi· 
kan pencapaian manfaat lebih te· 
rinci, lebih terukur, dalam 
perhitungan regional. 

IV. Pengembangan Perkotaan 

Permasalahan pengembangan 
perkotaan di Indonesi8 dapat ditin-
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jau dari dua pendekatan yaitu: · 
A Pe:odekatan Makro 
B. Pendekatan mikro 

A. Pendekatan Makro: perma­
salahan perkotaan ditinjau 
dalam konteks wilayah (skala 
Nasional) 

- Kecenderungan semakin besar­
nya beberapa kota Metropolitan 
di Pulau Jawa, sementara kota­
kota di luar Pulau Jawa khusus 
nya di Indonesia Bagian Timur 
masih tertinggal perkembangan­
nya; keadaan ini menyebabkan 
kota-kota tersebut belum dapat 
berfungsi secara baik untuk men­
dorong pengembangan wilayah. 

- Untuk itu dibutuhkan pening­
katan usaha-usaha agar kota­
kota di luar Pulau Jawa khusus• 
nya di Indonesia Bagian Timur 
dapat tumbuh dan berkembang 
secara baik. 

- Kota-kota kecil yang terletak di 
sekitar kota induk belum dapat 
menyediakan lapangan kerja 
dan belum dapat melayani kebu­
tuhan fasilitas perkotaan bagi 
penduduk di wilayahnya, masih 
tergantung pada lapangan kerja 
dan fasilitas perkotaan di kota 
-induknya. 

- Sebagian besar penduduk kota 
kota kecil tersebut bekerja di ko­
ta induk dan turut serta menik­
mati fasilitas pelayanan sosial 
dan fasilitas umum yang terda­
pat di kota induk. 

- Hal ini menimbulkan permasa­
lahan besar bagi Kota Induk an­
tara lain makin menurunnylh 
fasilitas pelayanan di kota induk"" 

(tempat parkir, air bersih, listrik, 
persampahan, transportasi 
umum kota), meningkatnya ke­
macetan lalu lintas pada saat 
jam-jam sibuk. 

- Keadaan seperti ini menambah 
beban pelayanan perkotaan bagi 
kota induk itu, karena selain 
melayani kebutuhan masyarakat 
kota induk itu sendiri, juga harus 
melayani pula kebutuhan pen­
duduk dari kota-kota kecil yang 
ada di wilayah sekitarnya. 

- Masalah institusi pengelolaan 
perkotaan yang makin komplek 
dan rumit , karena· besarnya 
perkembangan wilayah perkotaan 
sampai melimpah keluar batas 
wilayah administrasi sehingga 
melibatltim lebih dari satu unit 
wilayah administrasi. 

- Selain itu makin terbatasnya 
dana pembangunan yang dapat 
disediakan oleh pemerintah. 

- Masih kurangnya peran serta 
fihak swasta dan masyarakat 
dalam pembangunan fasilitas 
kota. -

- Maka diperlukan adanya pe­
ningkatan usaha · memobilisasi 
dana dari fihak swasta dan 
masyarakat serta peningkatan 
peran aktif Pemerintah Daerah. 

Peningkatan ·wewenahg dan tugas 
Pemerintah Daerah dalam pemba­
ngunan perkotaan perlu didukung 
dengan peningkatan pelaksanaan 
kebijaksanaan desentralisasi perko­
taan. _.-- . . ·' 
- Adanya kebijaksanaan des_el!-

tralisasi yang memberikan tang­
gung jawab yang lebih besar 
kepada Pemerintah Daerah 

~.-•. 
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ll:"'·l!!!laiGaJDai:m kebij aksanaan de­
'!l!l!llllll~as:i- ini masih mengalami 
a..tman terutama disebabkan 
le!!'IDIIBllf3 kemampuan pengelo­

- institusi yang ada di 
ntuk itu diperlukan. 

~~~q.- dan metode pelatihan 
tepa 

koordinasi dan keterpadu­
an antara satu ko­

ngan kota-kota kecil di 
,.......-n.,bsek:itarnya sehingga dapat 
.~a:taenuik perkembangan dan per­
DcllbUhan kota yang seimbang 

sating terkait secara fisik dan 

permukiman yang ber­
perkotaan di Indonesia 

berperan sebagai pusat· 
penting pengembangan, 

um memiliki managemen 
Perkotaan, sehingga ti· 

ada perbedaan antara admi­
- trasi perkotaan dengan 

m:m·IDlS-trasi pedesaan. Misal: Ke­
tan Perkotaan dengan Ke-

atan yang wilayahnya yang 
a pedesaan. 

- .!gar pengelolaan dan pemba­
an perkotaan lebih efisien, 

· eCekti:f dan berkelanjutan maka 
perlu adanya peningkatan status 
lmta yang telah memenuhi syarat 
untuk menjadi Pemerintahan Kota 
(Kotatip). 

B. Pendekatan Mikro 

· Dalam pendekatan mikro kota 
dipandang sebagai satu lingkung-
an permukiman. · 

. Masalah ini berkaitan erat de­
ngan pertumbuhan penduduk 
kota secara alamiah dan adanya 
migrasi penduduk. 

V. Masalah Yang Masih Menon­
jol Pada Masa Datang 

A. Pelayanan Prasarana Per­
kotaan 

. Pertumbuhan penduduk yang 
cepat .di perkotaan menyebab­
kan meningkatnya kebutuhan 
pelayanan pe~:kotaan. 
Keterbatasan dana Pemerintah 
untuk pembangunan prasarana 
kota. 

· Pelayanan prasarana kota tidak 
seimbang dengan kebutuhan se­
hingga menimbulkan beban berat 
bagi lingkungan. . 

. Kondisi seperti ini mengakibat· 
kan menurunnya kualitas ling­
kungan, misalnya pencemaran air, 
banjir, menurunnya kebersihan 
kota, dll. 

· Untuk mengatasi masalah itu 
diperlukan peningkatan penda· 
patan daerah melalui penggalian 
dan perluasan sumber-sumber 
pendapatan daerah, pinjaman 
daerah untuk membiayai pemba­
ngunan prasaran dan sarana kota 
yang bersifat Cost Recovery. 

B. Masalah Transportasi 
,..., 

· Adanya peningkatan kegiatan 
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peijalanan penduduk atau me­
ningkatnya volume pergerakan 
harang dan penumpang, haik se­
cara internal maupun eksternal di 
perkotaan dengan kendaraan her­
motor, yang tidak diimhangi de­
ngan peningkatan prasarana dan 
sarana jalan, haik secara kuanti­
tas maupun kualitas akan meng­
akihatkan teijadinya kemacetan 
lalu lintas. 

. Kondisi seperti ini diperburuk 
lagi dengan kurangnya tempat 
parkir kendaraan dan tidak 
disiplinnya pemakai kendaraan. 

· Untuk efisiensi pengelolaan 
pemhangunan kota perlu di 
kemhangkan sistem jaringan 
transportasi yang menghu­
hungkan pusat-pusat kegiatan 
dengan wilayah helakangnya. 

· Peningkatan kualitas prasarana' 
dan sarana transportasi jalan. 

· Peningkatan kesadaran terhadap 
Undang-undang Lalu lintas kepa­
da para·pemakaijalan. 

C. Masalah Kelembagaan dan 
Pembiayaan 

· Dengan adanya · keterhatasan 
kemampuan Pemerintah dalam 
pemhiayaan pembangunan perko­
taan, para pengelola kota perlu 
meningkatkan peran serta fihak 
swasta dan masyarakat sehagai 
aktor-aktor pemhangunan, dan 
mengurangi adanya ketergan­
tungail pemhiayaan kepada Pe­
merintah pusat. 
Peran serta swasta sangat diper­
lukan sehagai investor (penyan­
dang dana) pemhangunan seka""'l 
ligus sehagai pelaksana. · 

· Jenis investasi yang dapat meng­
undang keterlihatan sektor fihak 
swasta adalah industri, peruma­
han, perdagangan, air hersih , 
transportasi, dll. 

D. Masalah Kualitas Sumber 
Daya Manusia 

· Dalam pengelolaan pemhangun­
an perkotaan diperlukan para 
pelaksana yang herpengalaman, 
profesional dan herdedikasi 
tinggi. 

· Dihutuhkan peningkatan ke· 
trampilan trampilan melalui 
pendidikan dan pelatihan yang 
dapat diselenggarakan oleh Pe­
merintah maupun swasta. 

E. Masalah Urbanisasi 

· Untuk mengatasi permasalahan 
urhanisasi ke kota-kota hesar/ 
metropolitan, kota-kota kecil di 
sekitarnya perlu memhendung ur­
hanisasi melalui peningkatan 
penyediaan keselnpatan kerja , 
perluasan lapangan· keija, serta 
peningkatan penyediaan infra­
struktur perkotaan. 

F. Masalah Kelestarian Ling­
kungan 

· Meningkatnya pengemhangan 
perkotaan dan kegiatan pemha­
ngunan yang memanfaatkan sum· 
her daya alam yang tidak terarah 
dan tidak terkendali, mengakib~t~ 
kan menurunnya ·daya dukuqg 
lingkungan terhadap kehidupan 
yang sehat dan nyaman, serta 
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makin berkurangnya sumber 
daya alam yang tidak terbaharui. 

· Untuk mengatasi masalah dam· 
pak pembangunan perko~an 
terhadap lingkungan hidup yang 
berkelanjutan, dilakukan 
upaya antara lain: 

l.Setiap permohonan lJm loka· 
si bagi pengembangan kegiat· 
an-kegiatan yang potensial 
menimbulkan dampak terha· 
dap lingkungannya harus 
melalui prosedur. 
a. Penggunaan tanah yang di· 

mohon harus sesuai dengan 
Rencana Umum Tata Ruang 
Kotal Rencana Detail Tata 
RuangKota. 

b. Dilengkapi dengan studi 
Amdal. 

c. Peningkatan Pengawasan 
dan Penegakan Hukum. 

d Peningkatan Disiplin Aparat 
Pengawasan. 

2.Mempertahankan dan me· 
ngembangkan kawasan-ka· 
wasan hijau berupa ruang ter· 
buka hijau (pertamanan kota, 
hutan kota, rekreasi kota, olah 
raga, jalur hijau). 

G. Munculnya Sektor Informal 

. · Sektor Informal di perkotaan 
tumbuh sebagai akibat dari ke· 
terbatasan lapangan keija sektor 
formal, ketrampilan yang rendah 
dan banyaknya penduduk yang 
belum mendapatkan pekeijaan. 
S ektor Informal dalam pemba· 
ngunan perkotaan belum menda· 
patkan perhatian yang jelas , 
padahal sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat kota yang berpeng­
hasilan rendah. 

· Sektor Informal perlu menda­
patkan. pengaturan yang jelas, 
agar dapat meningkatkan penda­
patan masyarakat dan penda­
patan daerah. 

· Pengaturannya antara lain de· 
ngan: menyiapkan tempat· 
tempat tertentu untuk usaha 
kegiatan mereka atau meng 
alokasikan waktu pada jam-jam 
tertentu misalnya pada waktu 
sore hari. 

VI. STRATEGI PEMBANGUN­
AN SUB REGIONAL SUBO­
SUKO SEBAGAI SUATU 
KASUS 

·wilayah sub regional Subosuko 
berpenduduk 2.791.306jiwa dengan 
luas wilayah 229.954,9958 Ha meru­
pakan wilayah yang cukup. padat 
penduduknya (meliputi Kotamadya 
Surakarta, Kabupaten Boyolali, 
Kabupaten Sukoharjo dan Kabu­
paten Karanganyar). 

Permasalahan dan tantangan di 
wilayah sub Regional Subosuko: 
1. Tantangan pemanfaatan lahan 

antara sektor pertanian dan in· 
dustri. 

2. Tantangan mempertahankan 
lahan produktif dalam rangka 
kekebijaksanaan swasembada 
pangan. 

3. Tantangan dalam penyediaan 
sumberdaya manusia yang 
berkualitas. 

4. Tantangan dalam sektor indus­
tri dan perdagangan. 
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5. Tantangan dalam masalah Per­
mukiman. 

> Pertumbuhan ·· penduduk yang 
cepat menyebabkan peningkatan 
kebutuhan rumah tern pat tinggal. 
Karena harga tanah dalam kota 
sudah mahal maka perhatian 
orang beralih ke pinggiran kota. 

6. Tantangan pada sektor perhu­
bungan. 
Prasarana perhuburigan perlu 
mendapat perhatian lebih jauh. 
]dasih terbatasnya prasarana 
jalan yang memenuhi standart se­
hingga mengganggu kelancaran 
arus lalu lintas. 

7. Tantangan dalam keseinlbang­
an lingkungan dan kelestarian 
alam. 
Adanya perubahan fungsi laban 
dari pertanian ke non pertanian. 

8. Ketimpangan laju perkembang­
an wilayah. 
W ilayah tengah Subosuko lebih 
cepat tumbuh dan berkembang 
dari pada wi1ayah Utara dan 
Tenggara (pedalaman) 

KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian di atas dengan 
memperhatikan pengembangan 
perkotaan dan wilayah di masa 
datang maka: 
1. Masalah urbanisasi dari pedesa­

an maupUI)_kota-kota kecil ke kota 
besar harus segera ditanggulangi. 

2. Pengaturan tataruang kota ha­
rus semakin ditingkatkan hubu­
ngannya dengan semakin terba­
tas laban untuk pengembangan 
dan pembangunan kota. 

3. Penyediaan sarana dan prasara-

na kota, pengelolaan kota, mau­
pun pembiayaan pembangunan 
perkotaan, keterpaduan antara 
pemerintah, masyarakat dan 
swasta perlu ditingkatkan terus. 

4. Studi model perkotaan yang da­
pat menampung semua per­
masalahan kota harus dikem­
bangkan terns. 

0 
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PERUBAHAN l>AN PERGESERAN PARADIGMA 
PERENCANAAN PENGEMBANGAN PERKOTAAN 

Oleh: 
Sujana Royat 

AHULUAN 

Cara Pandang 

Dalam mengkaji pengembangan 
Dem.taan di Indonesia dewasa ini, 

terdapat dua pandangan dasar 
dapat diterapkan untuk me· 

pas permasalahan serta me· 
ali berbagai problematika yang 
dapi. Pertama, dengan menggu· 

cara pandang kota sebagai di· 
ensi fisik dari kehidupan dan 

bgiatan usaha manusia yang mem· 
berikan berbagai implikasi pada as· 

-aspek pembangunan. Kedua, 
kota dipandang sebagai bagian dari 

tu sistem yang menyeluruh dari 
ehidupan dan kegiatan usaha 

usia dan masyarakat yang sa· 
terkait dengan upaya pada as­

pek-aspek pembangunan lainnya. 
Dengan melihat peranan kota sejak 
j aman sebelum kemerdekaan, 
setelah kemerdekaan dan selanjut· 

ya pada era PJP I serta kemudian 
da era PJP II ini, maka akan tam· 

ak bahwa peranan kota tidak hanya 
sekedar terbatas pada implikasi-im· 
plikasi yang bersifat fisik saja akan 
tetapi juga menyangkut segala as· 
pek kehidupan bangsa. Oleh karena 
itu, dalam mengupas permasalahan 
dalam pengembangan perkotaan, 

akan ·lebih tepat apabila menggu­
nakan cara pandang kedua dengan 
diperkaya oleh aspek-aspek yang 
menonjol pada cara pandang yang 
pertama. 

1.2. Tujuan 

Kupasan permasalahan yang di· 
hadapi dalam pengembangan perko­
taan ini pada dasarnya ditujukan 
untuk mengenali visi dan paradigma 
yang digunakan daliun melandasi 
upaya-upaya pengembangan perko­
taan tersebut. Melalui pengenalan 
terhadap visi dan paradigma terse· 
but, maka akan dapat dikenali pula 
perubahan dan pergeserannya yang 
sejalan dengan corak dan sifat per· 
masalahan pengembangan perko­
taan yang dihadapi dalam kurun 
waktu yang bersangkutan. Pe· 
ngenalan atas perubahan dan perge· 
seran visi serta paradigma tersebut, 
diarahkan pula untuk memperbaiki 
serta menyempurnakannya, dengan 

-~didasarkan atas problematika dan 
tantangan yang dihadapi kini dan 
masa mendatang dalam konteks 
pengembangan perkotaan. 
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II. PERKEMBANGAN VISI 
DAN PARADIGMA PE-

, NGEMBANGAN PERKO­
TAAN 

2.1. Perkembangan Konsepsi 
Pengembangan Perkotaan 
padaJPI 

Sejarah dunia dan juga di Indone· 
sia telah membuktikan bahwa kota 
telah berperan sebagai pusat 
kekuasaan dan kegiatan usaha 
manusia. Bahkan ahli sejarah Ar· 
nold Toynbee (Arnold Toynbee, Ci· 
ties on the Move, 1961) telah 
menunjukkan bahwa sebenarnya se· 
jak jaman dahulu, kota-kota telah 
berperan sebagai pusat peradapan 
manusia, danakan semakin penting 
peranannya dalam mengantarkan 
peradaban manusia di masa men· 
datang. Selanjutnya dia me· 
ngatakan, bahwa apabila kita hanya 
mengembangkan kota atas dasar pe· 
·manfaatan sumber-sumber daya 
ekonomi saja, maka kota akan 
berkembang secara tidak seimbang 
dan akan memberikan problematika 
yang jauh lebih berat dan lebih sulit 
untuk ditanggulangi. Hal ini dipan­
dang perlu disampaikan, di· 
karenakan sekarang ini terdapat 
kecenderungan yang sangat men· 
dasar pada sementara masyarakat, 
bahwa kota dipandang sebagai laban 
untuk mencari keuntungan ekonomi 
sebesar-besarnya, sementara itu, 
peranan kota dalam aspek-aspek 
lain kurang diperhatikan secara me· 
madai. 

Dalam upaya pembangunan yang 
diselenggarakan secara terencana 
.dan bertahap terhadap PJP I hingga 

sekarang, terdapat fenomena-feno­
mena baru yang erat kaitannya de­
ngan pengembangan perkotaan. 
Industrialisasi yang secara bertahap 
dilakukan pada PJP I , telah me· 
ningkatkan urbanisasi baik dalam 
artian meningkatnya peranan per· 
kotaan dalam pembanguan na· 
sional, maupun dalam arti mening· 
katnya pergerakan penduduk dari 
desa ke kota dan dari kota-kota kecil 
ke kota yang lebih besar. Industria· 
lisasi dan urbanisasi telah pula 
merangsang peningkatan investasi 
di kota· kota khususnya investasi di 
bidang jasa. 

Apabila upaya pembangunan 
pada awal-awal PJP I diarahkan 
pada rehabilitasi,. dan pemenuhan 

• kebutuhan dasar masyarakat ,-maka 
investasi yang berkaitan dengan 
pertanian, pertambangan dan indus-
tri yang mengolah · bahan mentah 
menjadi bahan setengah jadi sangat 
menonjol, termasuk investasi di· 
dalam pembangunan prasarana dan 
sarananya. Sejalan dengan pe· 
ningkatan ekonomi yang mengarah 
pada upaya peningkatan nilai tam· 
bah dari produk-produk yang diha· 
silkan dan perluasan pasar, maka 
hal ini sangat erat kaitannya dengan 
industrialisasi yang mengarah pada 
pengolahan menjadi barang jadi dan 
pengembangan industri yang berori· 
entasi ekspor. Hal ini memberikan 
peranan yang semakin dominan 
pada kota-kota yang berfungsi seba· . . 
gai pusat-pusat kegiatan · ekonomi, · · 
baik secara nasional, regional mau· .:! ~ 
pun secara lokal. Fenomena ini tam· 

""pak secara mencolok sejak Pelita IV 
sampai sekarang, sehingga sejak ku· 
run waktu tersebut, kota-kota se· 
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.aw·n penting dan menonjol pe­
serta kontribusinya dalam 

ll!lllbma;~an nasional. 
ya pengembangan kota-kota 

era PJP I, didasarkan atas 
visi dan paradigma bahwa 

merupakan suatu simpul eko­
- dalam sistem perekonomian 
lebih luas, baik regional mau­

nasional. Hal ini dapat terlihat 
' pola-pola pengembangan per­

an dan pembangunan pra­
.smrana serta sarananya, misalnya 
jlowq~jalan, pelabuhan, dan seba­

- ya . Pandangan kota sebagai 
ul ekonomi tersebut didasarkan 
suatu harapan bahwa dengan 

~~~e~~gembangkan kota-kota sebagai 
- pul ekonomi, maka dengan 

dirinya akan terdapat "peram­
perkembangan" ke kawasan­

awasan di sekitarnya (spread 
,effects transmission of growth). Pe­
rintis pandangan ini, dapat ditemui 

ada teori-teori F. Perroux, 
Hirschmann, dan juga pada model 
center-periphery yang dikem­
bangkan oleh Friedmann. 

Sejalan dengan fungsinya seba­
gai simpul ekonomi, kota-kota di­
kembangkan pula sebagai simpul· 
simpul kekuasaan, yang tercermin 
dalam fungsi sebagai pusat pemerin­
tahan. Pengembangan kota sebagai 
simpul ekonomi dan sekaligus seba­
gai simpul kekuasaan akan menun­
tut ban yak pembangunan prasarana 
dan sarana. apabila tidak diberikan 
porsi yang seimbang dengan pem­
bangunan kawasan-kawasan di seki­
tarnya, maka kota-kota tersebut 
akan secara cepat meningkat per­
tumbuhannya dan meninggalkanja­
uh-jauh kawasan di sekitarnya, 

sehingga terciptalah kesenjangan 
pertumbuhan yang semakin mele­
bar. Kesenjangan pertumbuhan 
yang semakin melebar tidak akan 
merangsang suatu upaya keterkai­
tan yang saling menguntungkan dan 
proporsional antara yang kuat dan 
yang lemah sebagaimana yang ter­
jadi pada hubungan si kaya dan si 
miskin. Kecenderungan yang teljadi 
adalah semakin terkurasnya po­
tensi- potensi yang lemah untuk me­
menuhi tuntutan yang lebih kuat . 
Contoh yang paling dekat adalah 
Jakarta, dengan semakin pesatnya 
perkembangan di kota tersebut, 
maka Jakarta cenderung menyedot 
investasi dan sumber daya nasional 
yang menyebabkan semakin besar­
nya kesenjangan pertumbuhan an· 
tara kota Jakarta dengan kota· kota 
lainnya. 

Kenyataan-kenyataan ytffig dite­
mui di lapangan semakin menunjuk­
kan, bahwa kota-kota justru lebih 
banyak menarik sumber-sumber da­
ya yang ada di sekitamya. Khusus· 
nya sumber daya manusia yang 
produktif, dan sumber daya eko­
nomi, untuk mendukung kegiatan· 
kegiatan di perkotaan, sementara 
itu pertumbuhan yang dinikmati 
oleh kawasan-kawasan di seki­
tarnya tidaklah secepat apa yang 
teljadi di perkotaan. Karena kota­
kota menuntut untuk semakin 
berkembang, maka iapun lebih ba­
nyak menyedot investasi yang tidak 
ada habis-habisnya, sampai pada 
suatu tingkat dimana pengembang­
an kota sudah dirasakan semakin 
tidak efisien lagi, baik dipandang 
dari tata ruangnya yang semakin 
merambah ke kawasan-k asan 
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pinggiran, sehingga meningkatkan 
biaya pembangunan prasarana dan 
sarananya, maupun dari segi penye­
baran kegiatan-kegiatan usahanya. 
Inefisensi perkembangan kota-kota 
pada akhirnya akan membebani 
kota-kota itu sendiri 

Fenomena di atas sebenarnya 
telah diperkenalkan oleh Gunnar 
Myrdal dalam teori kausal komula­
tifnya (Gunnar Myrdal , Asian 
Drama, 1971), dimana pada ke­
nyataannya, pusat-pusat yang mem­
punyai kekuatan lebih besar justru 
menarik potensi-potensi yang ada di 
kawasan sekitarnya, apabila dise­
rahkan seluruhnya pada mekanisme 
pasar. Untukitu, inteiVensipengem­
bangan kota diperlukan dalam 
rangka menjamin keseimbangan 
dan keterkatian yang saling menun­
jang antara kota dan kawasan di 
sekitarnya. 

Fenomena kesenjanga'n pertum­
buhan pada dasarnya memerlukan 
suatu intevensi dalam rangka men" 
capai suatu keseimbangan dan 
keterkaitan yang saling mengun­
tungkan. inteiVensi tersebut pada 
dasarnya mengacu pada suatu asas 
pem berdayaan fiha~ . yang lebih le­
mah dan pengemJ:>angan lebih lanjut 
pihak yang lebih kuat ke arah 
kegiatan yang dapat melibatkan 
partisipasi yang lebih lemah tadi. 
Dengan kata lain, pihak yang kuat 
tidak perlu direm kemajuannya 
akan tetapi lebih ditajamkan pada 
upaya-upaya untuk ikut member­
dayakan pada pihak yang lebih le­
mah. 

Meskipun secara keseluruhan 
pengembangan perkotaan pada PJP 
I telah memberikan hasil-hasil dan 

dukungan yang besar terhadap per­
tumbuhan ekonomi yang cukup 
tinggi, pemerataan hasil pemba­
ngunan ke seluruh wilayah dan 
golongan serta lapisan masyarakat 
serta terhadap terwujudnya stabili­
tas nasion a] yang sehat dan dinamis , 
namun disadari pula upaya tersebut 
telah menghasilkan dampak serta 
implikasi yang perlu ditanggulangi, 
antara lain; kesenjangan pertum­
buhan an tar kota dan an tar kawasan 
maupun antar golongan serta 
lapisan masyarakat, perambahan la­
han-lahan pertanian yang subur 
oleh kegiatan perkotaan dan per­
mukiman, meningkatnya kebu­
tuhan akan prasarana dan sarana 
yang tidak mampu diimbangi den­
gan kapasitas serta kecepatan 
penyediaan dan pelayanannya, dan 

• problematika sosial budaya yang 
seringkali sulit untuk ditanggulangi 
seperti meningkatnya kriminalitas 
di perkotaan, rendahnya kadar 
disiplin masyarakat perkotaan dan 
sebagainya. 

2.2. Arah Pengembangan Perko­
taan pada PJP II 

Sejalan dengan hal tersebut, pada 
PJP II disadari bahwa aspek pe­
ningkatan kualitas sumber daya 
manusia dan masyarakat serta as­
pek lingkungan hidup daan pemba­
ngunan yang berkelanjutan perlu 
mendapat bobot perhatian yang le­
bih besar. Hal ini mempengaruhi 
pula perubahan dari visi dan 
paradigma yang lama pada yang 
baru yang lebih mencerminkan nu- .­
ansa-nuansa kualitas sumber daya 

. . ... 
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~,--a·ra· dan pembangunan berke­
..... laD tersebut. 

Faubahan dan pergeseran para-
pengembangan perkotaan d.i 

;:J~~~~rt dunia pun ikut mewarnai 
II!JrDmlNlllg.an cara pandang d.i In­
,._.. Sebagai contoh, paradigma 
·JIIl•i!'llllbaltgan kota sebagai pusat 
IDI.uasrultn dan pusat kegiatan kea­
.p-.a18D yang d.ikembangkan pada 

pertengahan, kemud.ian kota 
l!IIIB&iai. pusat produksi yang d.ikem­
.-.~n pada abad revolusi indus-

selanjutnya kota yang d.ikem­
- 'll .. ~tn sebagai pusat jasa dan d.is­
_!nbu:!n· pada era pasca perang dunia 
!alllJ)liH. pada paradigma pengem­
'-~~garn kota sebagai pusat teknologi 
.... ---opole) pada periode tahun 

dan paradigma kontem­
yang lebih banyak menekan-

pada paradigma kota berwa­
lingkungan telah banyak me­

' :unculkan konsep kota-kota yang 
· embangkan dengan mewakili 
· · -ciri paradigma di atas. 

Perlu d.icatat bahwa sebenarnya 
~ran parad.igma . pengem-

an kota sebagai simpul ekono­
-.i ke arah kota sebagai simpul 

gembangan teknologi, inovasi 
perubahan (cities as centers for 

.echnological progress, innovation 
d diffusion, and changes) telah me­

arnai pola-pola pengembangan 
kota d.i negara yang lebih maju sejak 
tahun 1980 an. Singapura sebagai 
a mtoh, telah mencanangkan ko­
ta:nya sebagai "center of innovation 
in the 21st century" dan bukan lagi 
sebagai pusat perdagangan sedunia 
sejak tahun 1987, karena hal itu 
telah mereka capai. 

Visi d&n paradigm a pengem­
bangan perkotaan masa depan, juga 
telah dirintis oleh beberapa pakar 
sejak . tahun 1980-an. Saskia 
Sasheen sebagai salah satunya telah 
mengintrodusir adanya konsep kota­
kota yang saling terkait satu dengan 
lainnya secara global dalam bentuk 
"hub and spoke" (Saskia Sasheen, 
1989) yang didukung oleh kemajuan 
teknologi transportasi, telekomuni­
kasi dan informasi. Aliran ini lebih 
mengutamakan perlunya dikem­
bangkan suatu keterkatian antar 
kota-kota di dunia dalam suatu ja­
ringan yang saling mendukung. 

Dengan semakin berat dan kom­
pleksnya problematika perkotaan, 
khususnya di kawasan Asia dan 
Pasifik, organisasi ESCAP (Eco­
nomic ad Social Commision for Asia 
and the Pacific) yang berkedudukan 
di Bangkok, dalam konfe'rensi 
Tingkat Menteri Mengenai Perko­
taan pada Oktober 1993, mende­
klarasikan suatu paradigma 
pengembangan perkotaan yang 
perlu diterapkan di kawasan terse­
but dalam mengantisipasi dinamika 
perubahan di masa mendatang, yang 
menyatakan; "perlunya pengem­
bangan perkotaan di kawasan Asia 
dan Pasifik diletakkan dalam pem­
bangunan manusia dan kemanusi­
aan (human development and 
development for humanity), untuk 
mewujudkan pengembangan perko-

·~ taan yang efisien secara ekonomi 
(economically efficient), berkeadilan 
sosial (social just), merangsang par­
tisipasi (participatory), berkelanjut­
an (environmentally sustainable), 
dan berwawasan budaya (culturally 
vibrant)". 0 
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Di Indonesia, pergeseran paradig­
ma pengembangan perkotaan tam­
pak pula terjadi dari PJP Ike PJP II 
ini. Hal ini tampak jelas pada isi 
l!ndang-undang Tentang Penataan 
Ruang nomor 24 Tahun 1992 dan 
GBHN 1993. Dalam UU Penataan 
Ruang nomor 24 tahun 1992 terse but 
pasal 10 ayat (2) , paradigma 
pengembangan kawasan perkotaan 
dilihat dalam cara pandang kesiste­
man dengan penekanan pada ke­
serasian dan keselarasan hubungan 
antara perkotaan, pedesaan dan 
kawasan lainnya. Keserasian dan 
keselarasan ini dijabarkan dalam 
upaya perencanaan, pemanfaatan 
dan pengendalian pemanfaatan 
ruang dan dituangkan ke dalam as­
pek-aspek kelembagaan dan peng­
aturan, serta perlindungan dan 
kepastian hukum bagi masyarakat. 
Sekarang ini, sekitar 14 rancangan 
Peraturan Pemerintah sedang 
disiapkan dalam rangka operasio­
nalisasi undang-undang yang ber­
sangkutan. 

Dalam GBHN 1993, paradigma 
pengembangan perkotaan yang 
diamanatkan pada dasarnya sejalan 
dengan prinsip-prinsip yang dikem­
bangkan oleh Konperensi Tingkat 
Menteri di ESCAP sebagaimana 
uraian di atas. Di GBHN 1993, dican­
tumkan bahwa pembangunan 
daerah, yang dalam konteks ini ter­
masuk wilayah perkotaan juga, 
diarahkan untuk memacu pe­
merataan pembangunan hasil-hasil­
nya, menggalakkan prakarsa dan 
peran aktif masyarakat dalam 
rangka mengisi otonomi daerah se­
cara nyata. Demikian pula dalam 
Repelita VI, pembangunan perko-

taan diarahkan untuk direncanakan 
secara terpadu dengan memperhati­
kan rencana urn urn tata ruang agar: 
a). terwujudnya pengelolaan kota 

yang eflsien. 
b). terciptanya lingkungan yang 

sehat, rapi, aman dan nyaman. 
c). meningkatnya pelayanan sara­

na dan prasaran umum. 
d). serasinya hubungan antara ma­

syarakat perkotaan dan pede­
saan. 
Paradigma pengembangan perko­

taan yang digunakan baik dalam 
GBHN 1993 maupun pada Repelita 
VI adalah paradigma yang berlan­
daskan atas eflsiensi, produktivitas, 
peranserta niasyarakat dan ke­
serasian hubungan antara perko­
taan dan pedesaan. Pergeseran 
paradigma pengembangan perko­
taan antara GBHN 1993 dan masa 
sebelumya adalah pada pelaku­
pelaku pembangunan perkotaan . 
Apabila pada masa-masa sebelum­
nya pengembangan perkotaan dan 
pengelolaannya sangat menekankan 
upaya-upaya pemerintah (govern­
ment driven urban development) , 
maka pada PJP II ini pelaku utama 
pengembangan perkotaan adalah 
masyarakat termasuk di dalamnya 
dunia usaha (community driven) , 
dengan peranan pemerintah yang si­
fatnya mendorong dan mendukung 
prakarsa masyarakat, melindungi 
serta menciptakan iklim yang kon­
dttsif bagi terwujudnya pengem­
bangan perkotaan dengan asas-asas 
di atas. 

Tuntutan pergeseran peran pe- · ··· 
merintah dalam pengembanga~,_; ~ 
perkotaan dari yang bersifat melak­n 

"' sanakan pembangunan pada yang 

18 Forum Geografi No. 16 dan 17 Th. IX/ Juli dan Desember 1995 



,. 

p mendorong dan mengendali­
pada dasamya sejalan dengan 

~~e~~re.ran paradigma yang terjadi 
· di negara-negara lain. Pan­

.._llg81ll ini dikupas oleh David Os­
e dan Ted Gaebler dalam 

- venting Government" dengan 
SI!IIJUllnh prinsipnya, dimana salah 

ya adalah peranan pemerintah 
yang harus lebih bersifat 

engendalikan daripada ikut 
elaksanakan pembangunan atau 
:reering rather than rowing" . 

· d Osborne and Ted Gaebler, Re­
- enting Government, 1993). 

Pergeseran peran pemerintah 
dalam p·engembangan perkotaan 
leJah melahirkan upaya-upaya un­

melahirkan peluang-peluang 
erjasama kemitraan dengan 

asta dan masyarakat. Sebagai 
amtoh , sebagaimana yang disebut­
bn dalam pidato Presiden R.I tang-
al 16 Agustus 1995 , untuk 

mencapai pertumbuhan ekonomi 
nasional sebesar 7% per tahun , 
maka diperlukan 815 triliun rupiah 
untuk keseluruhan invenstasi. Dari 
jumlah yang sekian tersebut, maka 
sek:itar 75 sampai 80% akan digerak­
kan oleh masyarakat termasuk 
blangan swasta, dan sisanya oleh 
pemerintah dalam bentuk pencip­
taan iklim usaha yang kondusif dan 
u paya-upaya untuk merangsang 
peranserta masyarakat dalam pem­
bangunan. 

Dalam pengembangan perko- -
taan , peranserta masyarakat ter­
masuk dunia usaha lebih dituntut 
lagi, bahkan mencapai sekitar 90%. 
Sekitar 60% darijumlah total inven­
stasi 815 trilyun tersebut akan 
berkaitan dengan kegiatan-kegiatan 

yang berada di perkot~an, antara 
lain industri, pariwisata, perda­
gangan beserta sarana dan pra­
sarananya. Kebutuhan investasi 
pembangunan prasarana dan sarana 
di perkotaan yaitu untuk air bersih, 
jalan, terminal, persampahan, drai­
nase, pengolahan air limbah, dan se­
bagainya .diperkirakan mencapai 
sekitar 135 trilyun, dimana sekitar 
18 sampai 22% dari jumlah tersebut 
merupakan peluang bagi dunia 
us aha. 

Kini dan · masa mendatang, 
pengembangan perkotaan akan le­
bih diwarnai oleh upaya-upaya 
kemitraan antara pemerintah dan 
masyarakat, ternasuk dunia usaha 
dalam mengembangkan dan men­
dayagunakan potensi-potensi kota 
dalam rangka mewujudkan suatu 
pola pengembangan dan pen~elolaan 
kota secara efisien , produktif, 
berkeadilan sosial, berkelanjutan, 
dan berwawasan budaya, sebagai­
mana yang telah dicerminkan oleh 
banyak kota-kota di dunia dan di 
negara maju. Kota tidak lagi dipan­
dang sebagai suatu simpul ekonomi 
yang akan dikuras habis-habisan 
sumber daya ekonominya. · Se­
baliknya, kota akan lebih dipandang 
sebagai suatu organisme yang 
terkait satu sama lainnya, yang juga 
membutuhkan perhatian pada 
segala aspeknya, dan dipandang se­
bagai suatu cerminan budaya dan 
peradaban. 

Pada abab 21 yang menjadi abad 
"revolusi 31" menurut Prof. Doro­
jatun Kuntjoroyakti (transport , 
telekomunikasi dan tourism), kota 
bahkan akan dipandang sebagai 
suatu pusat peradaban, k ~na se-
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bagian besar penduduk akan berada 
di perkotaan. Pemusatan penuduk di 
perkotaan akan melahirkan sistem 
nilai dan norma-norma baru yang 
akan menyebar ke seluruh wilayah, 
sehingga menjadi suatu pola tingkah 
laku dan budaya baru yang menjadi 
ciri global. Dikarenakan · peradaban 
dan kemajuan pada abad 21 terse but 
didukung dan dipacu oleh kemajuan 
IPTEK, maka kotapun akan menjadi 
"pusat-pusat keunggulan teknolo­
gis" dari bangsa-bangsa yang maju. 
Setiap kota mempunyai fungsi yang 
spesifik a tau "fungsi unggulan". Atas 
dasar fungsi-fungsi unggulan ini, 
maka kota-kota akan saling 
terhubungkan baik oleh jaringan 
prasarana maupun oleh jaringan 
kegiatan. 

Upaya untuk mengembangkan 
kota-kota yang sejalan dengan tun­
tutan kemajunan abad 21 tersebut, 
harus dimulai dari sekarang. Keter· 
lambatan upaya tersebut , akan 
menyebabkan ketertinggalan dan 
ketertinggalan akan menyebabkan 
tidak mampunya kota-kota tersebut 
menyerap dan mengambil manfaat 
dari kemajuan-kemajuan yang dica­
pai dalam a bad 21. Selanjutnya kota­
kota yang tertinggal tersebut akan 
berangsur-angsur hilang dari 
keterhubungan dan keterkaitan, 
menjadi "kota yang kesepian". Se­
jarah telah membuktikan banyak 
kenyata~n uraian tersebut. 

III. PENUTUP 

Kesimpulan yang dapat diambil 
dari uraian di atas ada-lah, visi dan 
paradigma-paradigma yang berlaku 

pada pengembangan perkotaan pada 
dasarnya merupakan cerminan dari 
harapan dan kebutuhan para 
pelaku-pelaku yang terlibat dalam 
pengembangan perkotaan tersebut 
dan tingkat perkembangan serta ke­
majuan yang dicapai oleh 
masyarakat secara umum pada ku­
run waktu yang bersangkutan. Pada 
masa dimana peran penguasa atau 
pemerintah sangat dominan, maka 
visi dan paradigma pengembangan 
perkotaan lebih banyak ditentukan 
oleh penguasa atau pemerintah 
tersebut. Namun pada masa dimana 
peranan masyarakat semakin me­
nguat , maka paradigma pengem­
bangan perkotaan bergeser pada 
hal-hal yang mencerminkan hara· 
pan-harapan masyarakat secara ke­
seluruhan. Demikian pula, pada 

• masa dimana tingkat perkembangan 
masyarakat belum tinggi, maka 
paradigma pengembangan perko· 
taan lebih banyak mencerminkan 
pengembangan kota secara indivi­
dual. Sedangkan pada masa di· 
mana tingkat perkembangan dan 
kemaj uan telah lebih tinggi, maka 
pa.radigma pengembangan perko­
taan telah melihat kota dalam suatu 
sistem, sehingga asas keterkatian 
sangat mewarnai prinsip-prinsip 
dalam paradigma tersebut. 

Adalah merupakan suatu kejang­
galan apabila dalam masa dimana 
kota telah dipandang sebagai suatu 
tempat untuk membina potensi 
sumberdaya manusia dan 
masyarakat secara keseluruhan , 
maka masih ada sementara pihak · ··· 
yang menganggap kota sebagai tern- .c: ~ 

,....., pat untuk mendayagunakan serta 
v menguras habis-habisan sumber . 
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nominya . Pembangunan 
,~a~:~~-~RJ~a yang sifatnya "lapar la­

. sangat berciri ekonomis, 
seimbang, sehingga akan 

iiBII~uneulkan masalah-masalah 
- segi-segi sosial, budaya, 

IJ!:l~unga: n h idup dan lainnya . 
ID[!~ISuran rumah-rumah pen­

ma::aa golongan berpendapatan ren­
delrlg;ll.ll ganti rugi yang sangat 

emadai untuk kemudian 
di atasnya pusat-pusat 

p!lrmlblstn yang mewah, sangat ber­
':.;cllu.iiiiLDJ:>aD dengan prinsip para­

pengembangan perkotaan 
manusiawi dan berciri ke­

a:aiiJU:s:ialiDl, dan hal itu hanya akan 
-...:ouc:uubah deretan binatang-bi· 
- lmlg ekonomi (economic animal) 

lebih serakah dan rakus di 
t . Untuk itu, pemerintah 

barus mengerti dan mempu­
- - asas keberpihakan pada yang 

_,lQll.. Keberpihakan pada yang le­
bukan berarti membatasi 

~uar1g bagi yang kuat. Akan tetapi 
ih pada upaya untuk mencip­

keterkatian yang saling men­
-~ .. ""'g dan saling menguntungkan 

- semua pihak, baik pihak yang 
t maupun pihak yang lemah. 
Dikarenakan peranan yang lebih 
dari masyarakat, maka kotapun 
untut peranserta yang lebih be­
dari masyarakatnya. Peranserta 

ut hanya akan timbul apabila 
ada keinginan dari pihak -pihak yang 
terlibat. Dalam mendorong dan men­
duhmg peranserta yang aktif dari 

asyarakat termasuk dari dunia 
aha , maka harus ada keter­

ibokaan (transparency) dan komuni­
bsi Pemerintah kota harus secara 
terbuka membeberkan kebijakan 

dan rencana pengembangan kotanya 
kepada masyarakat, dan masyara· 
kat harus secara terbuka menyam­
paikan saran-saran dan aspirasi 
konstruktif pada pemerintah, yang 
tentunya disertai dengan komitmen 
masyarakat untuk melaksanakan­
nya. Dalam era globalisasi ini, tidak 
ada satu pemerintahpun di dunia 
yang dapat menghalangi arus keter­
bukaan ini, sehingga upaya pemerin­
tah kota tidaklah diberikan pada 
upaya menutupi keterbukaan, akan 
tetapi pada pengendaliannya ke 
arah yang konstruktif. Sementara 
itu , setiap kebijaksanaan l}mum 
harus dikomunikasikan dan dibahas 
secara. terbuka dengan masyarakat, 
khususnya kepada pihak -pihak yang 
terkena langsung, bahkan kalau 
perlu dengan melalui "public debate" 
sebagaimana yang dilontarkan oleh 
Menteri Negara PPN Ketua • Bap· 
penas. 

Dalam pengembangan perkotaan 
pada masa mendatang, pemerintah 
kota akan dituntut lebih memusat· , 
kan perhatian dan upayanya pada 
dua hal, pertama, memperluas pelu­
ang-peluang kemitraan dengan ma­
syarakat dan dunia usaha dalam 
aspek-aspek yang berkaitan dengan 
pelaksanaan pembangunan serta 
pengelolaan kota secara efisien dan 
efektif. Kedua, menjaga agar kesen­
jangan antara pihak yang lemah 
dengan pihak yang lebih kuat tidak 

-· lebar dan masih proporsional, baik 
yang tercermin pada gologan serta 
lapisan masyarakat, maupun yang 
tercermin pada tingkat pertumbuh­
an kawasan yang satu dengan yang 
lainnya. Dalam hal ini yang akan 
menjadi kunci pemerintaham kota 

-~ 
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yang efektif dalam kerangka pe­
ngembangan perkotaan pada masa 
mendatang. 

Kota -Surakarta sebenarnya 
11\empunyai potensi dan persyaratan 
untuk menjadi kota abad 21, yaitu 
bandara intemasional, obyek wisata 
yang telah terkenal ke seluruh 
dunia, masyarakat yang mempunyai 
ciri dan identitas, jaringan transpor­
•tasi regional yang baik (antara lain 
jalan tol), dan kegiatan usaha indus­
tri dan perdagangan yang sebagian 
besar telah digerakan oleh masyara­
kat dan dunia usaha setempat yang 
menciptakan produk-produk yang 
berkualitas. Potensi-potensi ini yang 
patut dikembangkan untuk men­
jadikan kota Surakarta ini menjadi 
salah satu simpul dalam jaringan 
perkotaan sedunia. Untuk itu, se­
baiknya sejak dari sekarang peme­
rintah kota dapat mengintensifkan 
untuk mengembangkan kerjasama 
dengan kota-kota lain di dunia 
dalam rangka mengantisipasi dan 
memanfaatkan peluang-peluang 
pada abad mendatang. 
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MASALAH PERMUKIMAN KOTA: 
.• ,...-.................... ~N KUMUH, PERUMNAS DAN REAL ESTATE 

Oleh: 
Sudaryono 

·~•-nnahan, sebagai salah s~tu 
k:IBiJonen infrastruktur akan men­

yang sangat penting dalam 
1:8:311!~ baik isue global maupun 
~ga:JaL_ terutama dalam kaitannya 
CEi!l~rn pembangunan industri pada 

-kota di Indonesia dimasa 
agm~g_ Dalam konsep segitiga "pro­

--konsumsi-distribusi" , mi.m-
ya pembangunan industri dan 

nan perumahan dimasa 
-~ tidak bisa dilepaskan dari 

r,oc:=.&JJ<lll_gunan kota secara keselu­
o...o.uidi.L. karena jalinan antara pusat­

- t produksi dan unit-unit 
sumen maupun pemasok tenaga 
- (baca:perumahan) akan men-
- satu tema yang terpadu. 

Paper ini secara singkat akan 
;u;eDC()()a membahas permasalahan 

- 3 (tiga) tipe deliveri perumahan 
Indonesia yang cukup menonjol 

· · (1) permukiman kumuh, (2) 
as, dan (3) real estate. 

JAUAN 
PERMUKIMAN 
cmQNESIA 

KONSEPSUAL 
KOTA DI 

) Mengapa Permukiman 
KumuhAda? 

Sejarah telah mencatat bahwa 
revolusi industri dengan empat 
kredonya yang terkenal (minimi­
sasi, maksimalisasi, optimalisasi, 
dan rasionalisasi) telah membawa 
perubahan hebat pada pembangu­
nan kota-kota Eropa dan dike­
mudian hari pada kota-kota negara 
yang sekarang terkenal dengan se­
butan negara berkembang. Dengan 
digantikannya peranan tenaga kerja 
man usia dalam sistem produksi oleh 
tenaga mesin (teknologi), maka ter­
jadilah surplus besar-besaran di 
negara-negara Eropa. Surplus ini ti­
dak habis dikonsumsi hanya oleh 
penduduk negara-negara Eropa 
saja. Oleh karena itu, surplus ini 
perlu dilempar ke negara-negara 
lain yang masih mengandalkan' 
dominasi tenaga kerja manusia (se­
ring disebut sebagai negara terbe­
lakang atau berkembang). Seiring 
dengan pelemparan surplus terse­
but, arus bahan-bahan bSku (raw 
materials) pun bergerak balik dari 
negara-negara terbelakang dan 
berkembang menuju negara-negara 
Eropa pada waktu itu. Phenomena 
ini pada akhimya telah melahirkan 
apa yang disebut sebagai kolonial­
isme (penjajahan) yang kemudian 
menguasai dan mengontrol .Belu-

Forum Geografi No. 16 dan 17 Th.IX/ Juli dan Desember 1995 25 



ruh sistem produksi di negara-ne­
gara penghasil bahan baku (negara 
terbelakangl berkembang). Dampak 
spasial pada kota-kota di Eropa pada 
saat itu terjadi pada menurunnya 
kualitas lingkungan hidup yang 
diakibatkan menyatunya kegiatan 
produksi dan hunian pada lokasi 
yang sama. Limbah-limbah produk 
industri banyak membanjiri jalan· 
jalan lingkungan permukiman kota· 
kota Eropa pada masa itu. Permu· 
kiman-permukiman kumuh seperti 
yang dapat kita lihat pada kota-kota 
di Indonesia dan negara berkembang 
saat ini, pernah menjadi bagian pe· 
mandangan yang menonjol di kota· 
kota Eropa pada masa itu. Dalam 
rangka mengatasi permasalahan 
tersebut, maka muncullah teori zo. 
ning yang pertama kali dengan tu· 
juan memisahkan kegiatan industri 
dari kegiatan-kegiatan hunian dan 
penunjangnya. 

Sementara itu, di negara-negara 
berkembailg, dampak spasial dari 
fenomena kolonialisme (sebagai 
dampak ikutan dari revolusi indus· 
tri) tersebut adalah pada munculnya 
perubahan wajah kota-kota tradisi­
onal menuju pada wajah-wajah kota 
modern. Ciri-ciri dari awal per· 
ubahan ini dapat terlihat pada mun­
culnya bangunan-bangunan gudang, 
benteng, penjara, perumahan mo· 
dern dan fasilitas-fasilitas rekreasi 
kelompok kolonial dan sebagian 
kelompok elit lokal. Pada masa ini, 
industrialisasi terjadi tanpa per· 
ubahan urbanisasi karena industri· 
industri kunci ada di negara Eropa. 
Era industrialisasi ini ditandai de· 
ngan industrialisasi pertanian. Di 
Indonesia, era ini dapat dicatat pada 

dimulainya era "Tanam Paksa" pada 
tahun 1870. Pada era ini, permasa· 
lahan permukiman kumuh kota 
belum menjadi permasalahan yang 
pelik, karena konflik · konflik per· 
tanahan belum populer. Pada era ini, 
konsep permukiman rakyat diba· 
ngun diatas konsep magersari atau 
ngindung. Tesis tentang keharmo­
nisan, keselarasan, magang, nge· 
nger, dan manunggaling kawulo­
gusti menjadi landasan utama bagi 
konsep permukiman rakyat pada era 
ini. 

Ketika era kolonialisme mulai su· 
rut terutama setelah perang dunia 
ke II, pengaruh global yang dicip­
takan oleh negara-negara industri 
maju tetap berlangsung dan justru 
semakin menemukan bentuknya 

• yang efisien dan efektif, seiring de· 
ngan berkembangnya teknologi 
komunikasi dan transportasi. Kota· 
kota negara terbelakangpun pada 
akhirnya berkembang menuju pada 
tahap industrialisasi. NI;Ullun, di­
karenakan teknologi yang ditransfer 
dari negara· negara industri maju ke 
negara-negara terbelakang adalah 
jenis teknologi kelas dua (second· 
hand technology), maka proses in· 
dustrialisasi yang terjadi pada 
negara-negara terbelakang lebih 
merupakan sub-ordonasi dari sistem 
industrialisasi negara-negara maju. 
Dengan perkataan lain, akar indus· 
tri tetap berada di negara-negara 
maju. Sebagai akibatnya, kota-kota 
riegara terbelakang menjadi kele- . , 
lahan menampung para migran , ~ 
yang datang dari daerah-daerah ,c-· 

n pedesaan, dikarenakan tidak 
v adanya keseimbangan antara ke­

cepatan industri dalam menyerap · 
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iolllll~mpbn. 
~ singkat dapat dikatakan 

u..-. .. munculnya permukiman ku­
- lkota-kota di Indonesia dan 

-PJ~·negara berkeml)ang pada 
--UIJ'B adalah berakar pada ga-
-~ll kota-kota tersebut dalam 
! _ _,_,.ti gelombang global indus-
'Rllllliilasi. yang dibawa oleh revolusi 
·•~~~stri· Industrialisasi yang diba-

di negara-negara berkembang 
... !lHmn diatas premis "upah bu-

yang murah". Dalam konteks 
,allilil- ran ini, masalah perumahan 

buruh industri seakan-akan 
menjadi tanggung jawab pi-

industri Kekosongan dari tang­
jawab ini akhimya diisi oleh 

,_.:tnr permukiman informal yang 
itBblnaJ dengan sebutan kampung. 
. ......,.IUG.a..J.lll deras arus migran mem­
llmltji--ri· kota, maka semakin pelik 

daan kampung-kampung kota, 
semakin jauh tanggung jawab 

industri dalam masalah ini. 
pung-kampung kota lalu me­
ami degradasi kualitas ling-
gao. Meminjam istilah dari 
z (1969) , kampung-kampung 
kemudian mengalami proses in­
si spasial. Kampung-kampung 

kota kemudian bergerak menuju 
pada titik kematiannya (death 
point). 

(2) Munculnya Konsep Perum­
nas dan Kampung Impro­
vement Program (KIP) = 
Munculnya Kelompok 
Convivialists (1960an) 

Ketika arus urbanisasi kota-kota 
negara berkembang semakin tak 
terkendalikan, dan dilain pihak pen­
dekatan atau konsep pembangunan 
perumahan yang diimpor dari 
negara-negara industri maju tak 
mampu berbicara banyak dalam 
menyelesaikan problem perumahan 
para migran, maka muncullah pen­
dekatan baru yang dikenalkan oleh 
suatu kelompok scolars yang disebut 
sebagai "Convivialists" (1960;an) . 
Kelompok ini cenderung me­
nekankan penyelesaian masalah pe­
rumahan dari bawah. Artinya , 
peranan dan kontribusi masyarakat­
lah yang menjadi faktor dominan 
bagi penyelesaian masalah para mi­
gran kota negara-negara berkem­
bang. Dunia memang berhutang 
budi kepada para pemula kelompok 
ini seperti Charles Abrams (1964), 
William Mangin (1967) dan Antony 
Leeds (1969). Namun demikian, pun­
cak pembentukan konsep convivial­
ists ini terjadi pada diri John F.C. 
Turner (1972), seorang arsitek lng-

·~ gris yang setelah melakukan partici­
patory research di permukiman­
permukiman kumuh di Peru (Ame­
rika Latin) , berhasil membangun 
konsep baru bagi penyelesaian per­
masalahan perumahan para miskin 
kota. Secara garis besar, konsep 
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yang diajukan oleh Turner dapat di­
ungkapkan kedalam 4 butir sebagai 
berikut: 
1). Penghuni atau pengguna ru­
, mah adalah unsur utama dari 

suatu proses pembangunan peru­
mahan. 

2). Perumahan bukanlah sekedar 
"shelter", melainkan lebih me­
rupakan suatu proses atau su­
atu aktifitas. 

3). Rumah tidak harus ilihat dari 
aspek fisiknya, melainkan lebih 
pada arti dan nilainya bagi si 
penghunilpengguna. 

. 4). Pembangunan perumahan se­
yogyanya dilakukan oleh ma­
syarakat sendiri dengan sedikit 
bantuan dari pihak pemerintah. 
Implikasi kebijakan dari konsep 

Turner ini berupa gerakan- gerakan 
sebagai berikut: 
1). Pembangunan perumahan oleh 

masyarakat dengan bantuan mi­
nim dari pemerintah dan, 

2). Penataan permukiman-permu­
kiman kumuh dan liar. 
Pada tahun 1972, rumusan kebi­

jaksanaan dari John Turner ini ber­
hasil mempengaruhi Bank Dunia 
untuk mengucurkan dananya guna 
membiayai proyek-proyek yang 
terkenal dengan sebutan(1) Sites­
and-Services atau Kapling Tanah 
Matang (KTM), dan (2) Slums and 
Squaters Settlements Upgrading. 
Untuk- proyek sites-and-services, 
p~da tahun 1972, 10 pilot proyek 
telah dilaksanakan di 10 negara: In­
donesia, India, Korea, Senegal, Zam-
bia, Nicaragua, Botswana, Jamaica, 
Tanzania, El Salvador. Di Indonesia 
sendiri, jenis proyek Bank Dunia ini r; 
dikenal dengan sebutan KTM ""' 

(Kapling Tanah Matang), yang ke­
mudian pada tahun 1978 dikem­
bangkan menjadi Rumah Inti 
Perumnas (Tipe D15/60) dan diawal 
tahun 90-an berkembang lagi men­
jadi RSS (Rumah Sangat Sederhana) 
yakni rumah seluas 12 m2 diatas 
tanah 54m2

. 

Untuk jenis proyek yang kedua 
(slums and squatter improvements), 
di Indonesia proyek tersebut 
terkenal dengan sebutan KIP (Kam­
pung ImprovemeQ.t Program). Sudah 
terlihat sejak awal bahwa konsep ini 
menyandang "kesementaraan" yang 
mengacu pada falsafah perumahan 
sebagai suatu "proses" atau 
"evolusi". Akhir-akhir ini, konsep ini 
mendapat ujian cukup berat yang 
berupa gempuran dan tekanan dari 
para kapitalis (komunitas bisnis) 
terutama untuk kampung-kampung 
kumuh d,i pusat-pusat kota besar 
seperti Jakarta, Medan dan Sura­
bays. Tekanan pasar akan kebu­
tuhan tanah perkotaan semakin 
meningkat, sementara itu perpinda­
han kepemilikan tanah · dari para 
penghuni asli kepada para pemilik 
modal berjalan dengan lancar 
mengikuti azas-azas hukum ekono­
mi pasar. Dalam situasi seperti ini, 
konsep KIP menjadi tidak populer 
lagi dan dianggap tidak relevan. Na­
mun demikian, konsep ini dirasakan 
masih akan cukup relevan untuk 
kampung-kampung kumuh di ping­
giran kota-kota besar dan kampung­
kampung kumuh di kota-kota 
menengah (seperti Yogyakarta dan 
Surakarta) , serta kota·kota keci( :' 
(Klaten, Magelang, Cilacap, dll.). .- ~ 
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lll!!lec:ld:nya Real Estate= 
-.IDCialnya Neo- Kapital-

1980an) 

5ebwt:an neo-kapitalisme disini, 
~:o::::z=wm untuk menyebut gerak­

baru dibidang peru­
mi!.:lc yang muncul pada awal dasa 

an (untuk membedakan 
<i!1~111 pendekatan model kapitalis 
!!!!l!!iei::m munculnya kelompok con­
'II:::W~ISlS pada tahun 60an). Tema 

da.ri gerakan kelompok ini 
lldJdlb bahwa pembangunan peru­
IJ:I;I~~ merupakan bagian yang 
aun d.engan pembangunan indus­

aktifitas komersial perko­
Tanah-tanah permukiman di 

pe:Sotaan harus dimanfaatkan see­
mungkin untuk kepentingan 

~~~ri· dan komersial sekaligus pe­
,,. ............. .uu..~ . Di Indonesia, pengaruh 
~~.llll ini mulai terasa seiring de­

merebaknya pembangunan in­
. dan perkotaan terutama di 

· -' - ··--"- JABOTABEK. Merebaknya 
r.oc<JUJidLlgunan industri ini kemudian 

ti dengan meledaknya kelom-
klas menengah (exploiding mid­
income class) yang kemudian 

melahirkan OKB (Orang Kaya 
), yang pada akhirnya telah 

emicu meledaknya permintaan 
jasa konstruksi perumahan 

estate). Gerakan ini kemudian 
ubur dengan merebaknya di-

~ivikasijasa pelayanan per-bank­
yang semakin memudahkan 
mpok klas menengah ini menda­

tkan rumah. 

PARADOKS PERMUKIMAN 
KOTA DI INDONESIA 

Harus diakui bahwa didalam 
pembangunan kota-kota di Indone­
sia, terutama dalam kurun waktu 
lima tahun terakhir ini, banyak ra­
gam paradigma telah digunakan 
orang baik didalam pembangunan 
perkotaan secara umum maupun 
pembangunan perumahan kota se­
cara khusus. Ragamnya paradigma 
yang digunakan tersebut menunjuk­
kan adanya keragaman kepentingan 
dari berbagai segmen masyarakat 
perkotaan. Bertemunya berbagai 
paradigma didalam pembangunan 
perkotaan dan perumahan tersebut 
pada akhirya bukan menuju pada 
suatu rekQnsiliasi (sinergi) , 
melainkan justru saling berben­
turan satu terhadap lainnya. 
Paradigm a deterministik -posivistik 
berbenturan dengan paradigma 
fenomenologis, paradigma ekonomi 
bertabrakan dengan paradigma 
populis, paradigma rasional-kom­
prehens~ bertubrukan dengan 
paradigma humanistik dan seterus­
nya. Berikut ini diketengahkan be~ 
berapa implikasi praktis dari 
perbenturan paradigma-paradigma 
tersebut didalam praktek pemba­
ngunan perumah an kota di Indone­
sia. 

_1) KIP Versus Peremajaan Kota 

Kurang lebih 5 tahun terakhir 
m1, konsep peremajaan kota telah 
menggeser popularitas konsep KIP 
(Kampung Improvement Program) 
di kota-kota besar di Indonesia. 
Peremajaan kota secara besar-be-
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saran barangkali dimulai pada 
proyek Kebon Kacang dan Kebon 
Melati di Jakarta pada sekitar akhir 
delapan puluhan. Kemudian akhir· 
akhir ini diikuti oleh Surabaya de· 
ngan proyek-proyeknya di Dupak 
dan Sombo, lalu di Semarang dengan 
proyeknya di Pekunden dan Ban· 
darharjo. 

Kekalahan konsep KIP dalam 
pertarungan dengan konsep Pere­
majaan Kota barangkali terletak 
pada dua faktor. Yang pertama 
adalah pada esensi dari konsep KIP 
itu sendiriyang lebih bersifat "evolu· 
tif', semen tara konsep Peremajaan 
Kota justru menawarkan esensi 
yang sebaliknya yakni "revolutif'. 

Pada konsep KIP, gerakan "evo· 
lutif' dilakukan dalam rangka meng· 
angkat permukiman-permukiman 
kumuh agar sedikit demi sedikit 
keluar dari arah perkembangannya 
yang menuju pada titik mati. Pro· 
gram pemerintah dalam hal ini 
hanya terbatas pada perbaikan in· 
frastruktur lingkungan saja (jalan, 
sanitasi, sampah, drainasi, air her· 
sih, dan listrik) sedangkan perbai· 
kan fisik rumah diserahkan 
sepenuhnya kepada masyarakat, 
dengan suatu anggapan bahwa 
lingkungan tersebut akan her· 
evolusi menuju pada suatu keadaan 
yang lebih baik. 

Sebaliknya pada konsep perema· 
jaan kota, praktek dari konsep ini 
mengarah pada penghapusan total 
kawasan perumahan/permukiman 
kumuh yang telah mengalami proses 
involusi, kemudian digantikan de· 
ngan bentukan perumahan/per· 
mukiman yang baru yang pada r; 

umumnya diujudkan dalam bentuk v 

proyek yang menganut azas efisiensi 
penggunaan tanah (rumah susun). 
Pertanyaan yang muncul adalah, 
siapa yang menempati rumah susun 
tersebut? Atau, siapakah yang diun· 
tungkan oleh praktek konsep pere· 
majaan kota tersebut ? 

Faktor kedua, yang menye· 
babkan konsep KIP tersungkur di 
kota-kota besar adalah mekanisme 
pasar akan kebutuhan lahan di 
daerah-daerah perkotaan yang se· 
makin hari semakin menggempur 
eksistensi kampung-kampung kota. 
Hasil penelitian yang dilakukan 
pada tahun 1991 di kampung Kebon 
Sirih Jakarta menunjukkan bahwa 
dengan harga permintaan tanah se· 
besar satu setengah juta rupiah per 
meter persegi (pada tahun ini men­
jadi tiga setengah juta rupiah per 
meter persegi) , maka rakyat 
penghuni kampung tersebut dengan 
penuh harap menunggu agar supaya 
cepat digusur kemudian mendapat· 
kan ganti rugi cash yang cukup be· 
sar. Dengan uang ganti rugi tersebut 
mereka dapat mendapatkan rumah 
yang lebih layak di daerah pinggiran 
dan dapat membuka usaha atau 
mendepositokan uangnya di bank. 
Di kawasan Segitiga Emas Jakarta, 
suatu proyek KIP yang baru her· 
umur beberapa tahun terpaksa 
harus dibongkar total karena selu· 
ruh penghuni kaQlpung melakukan 
bedol kampung dengan membawa 
uang cash sebesar tiga juta rupiah 
per meter persegi (tahun 1991). 
Padahal proyek terse but merupakan 
proyek loan bantuan Bank Dunia ·. ·' 
dengan tenggang waktu pengem.c: ~ 
balian kurang lebih 20 tahun. Jadi, 
utang terhadap Bank Dunia masih 
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ada, tetapi kampungnya sudah tidak 
ada. 

2) Housing Needs versus 
Housing Demands 

Pada dasawarsa tujuh puluhan, 
saat rintisan proyek perumahan ber­
skala besar dilakukan oleh Perum 
Perumnas, nampaknya paradigma 
social housing lebih ditonjolkan dari­
pada paradigma housing economy. 
Proses dan prosedur administrasi 
sangat sederhana dan cepat dan juga 
tanpa uang muka. Sampai kurang 
lebih 30 bulan, penghuni Perumnas 
belum ditarik angsuran kredit ru­
mahnya. Yang harus dibayarkan 
hanyalah uang sewa sebesar 
Rp 5.000,· per bulan, yang kemudian 
diperhitungkan sebagai uang muka. 
Baru pada bulan ke 31 penghuni di­
wajibkan mulai mengangsur kredit· 
nya sesuai akad kredit yang 
ditandatanganinya. Dalam perjalan­
an waktu berikutnya, angsuran 
hedit oleh penghuni kepada BTN 
berjalan seret/tidak lancar, semen­
tcara pihak BTN semakin dituntut 
untuk berpenampilan sebagai sum· 
ber pendanaan yang rasional. Ketika 
banyak terjadi kasus kredit macet 
ada yang sampai kurang lebih 15 

bulan), maka pihak Perum Perum­
nas dan BTN mulai menunjukkan 
hnerja rasionalnya dengan mem­
berikan sangsi-sangsi kepada para 
debitur yang handel. Pencabutan 
hedit kepada mereka yang mem­
lbandel mulai dilakukan oleh pihak 
HrN bersama-sama dengan Perum 
Perumnas . Pada titik inilah ke-

udian terjadi peralihan paradigma 
· social housing ke housing eco-

nomy. Perumahan harus diletakkan 
pada jalur mekanisme ekonomi 
pasar, dan bukannya sebagai proyek 
filantropis pemerintah. 

Pada tahap-tahap selanjutnya, 
ketika Perumnas harus bertarung di 
medan laga ekonomi pasar, maka 
yang terjadi kemudian adalah kon­
flik-konflik. disatu sisi, Perumnas 
menyandang misi melayani pen­
duduk berpenghasilan rendah yang 
berarti harus menyediakan rumah 
murah yang mampu/terbeli oleh 
mereka yang berpenghasilan pas­
pasan, namun disisi lain Perumnas 
harus mampu berpenampilan 
rasional dengan memperhitungkan 
secara rinci aspek-aspek ekonomi 
pasar. Ketika akhir-akhir ini harga 
tanah dibuat semakin menggila oleh 
mekanisme pasar, maka Perumnas 
semakin tersudut. Dalam situasi. se­
macam ini, · ada kecenderungan 
bahwa pergeseran pa(adigma perlu 
dilakukan lagi untuk kern bali meng­
gunakan paradigms social housing 
seperti dasawarsa tujuhpuluhan. 
Perumnas, terutama sekali dalam 
tugasnya,menyediakan RSS (rumah 
Sangat Sederhana) hendaknya ja-. 
ngan dipaksakan bertarung dalam 
rimba mekanisme pasar, melainkan 
harus mendapatkan subsidi baik 
tanah maupun bahan bangunan. 

Hasil penelitian yang dilakukan 
terhadap proyek Perumnas di Be­
J>erapa kota di Indonesia memang 
inenunjukkan suatu realitas yang 
memprihatinkan. Ditengah-tengah 
kesulitan penyediaan perumahan 
murah (RSS) untuk para miskin 
kota, beberapa spekulasi telah ter­
jadi pada perumahan Perumnas. 
Spekulasi yang terjadi adalah n1ifu-
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pak pada terjadinya komoditisasi 
rumah oleh para penghuni. Komodi­
tisasi yang dimaksud adalah per­
lakuan penghuni perumnas 
terhadap rumahnya dengan· meng­
geser nilai guna rumah menjadi nilai 
tukar rumah, baik dalam bentuk 
menjual rumahnya maupun menye­
wakannya pada orang lain. Dengan 
perkataan lain, kelompok sasaran 
(tm-get group) yang disasar oleh pi­
hak Perumnas temyata tidak sepe­
nuhnya benar. Walaupun pada saat 
aplikasi telah dilakukan penyelidik­
an yang cukup cermat (untuk 
meyakinkan bahwa aplikan me­
mang berpenghasilan rendah serta 
belo.m memiliki rumah), namun 
pada kenyataannya didapati banyak 
spekulan-spekulan yang rneman­
faatkan payung Rumah Murah Pe­
rumnas untuk kepentingan bisnis. · 
Sekitar 28 persen rumah-rumah di 
Perumnas · telah dijual oleh pemilik 
pertama kepada orang lain. Yang le­
bih memprihatinkan lagi adalah 
adanya kecenderungan bahwa jus­
tru di kota-kota kecil angka speku­
lasi ini jauh lebih· tinggi (32%) 
dibanding dengan kota-kota besar 
(18%). Apabila spekulasi ini men­
cakup kegiatanjual dan sewa, maka 
angka· yang ditemukan akan lebih 
besar lagi, yakni sebesar 31 persen 
untuk kota-kota besar dan sebesar 
47 persen untuk kota-kota kecil. Se­
dangk1lll secara keseluruhan (men­
cakup kota besar, menengah dan 
kecil) angka spekulasi yang dite­
mukan adalah sekitar 41 persen. 
Fenomena ini menyiratkan bahwa, 
senyatanya, kelompok sasaran Pe­
rumnas yang tepat sasar hanyalah r. 

v 
sekitar 59 persen. Kalau kita hitung 

secara kasar investasi yang telah di­
tanamkan oleh Perumnas selama 
Pelita V untuk pembangunan rumah 
murah (RS dan RSS) kurang lebih 
sebesar 300.000 x Rp 4.500.000,- = 
Rp 1.350.000.000.000, maka sekitar 
Rp 553.500.000.000,· telah menjadi 
bancaan bagi para spekulan. 

Untuk perumahan yang dibangun 
oleh developer swasta (real estate) 
barangkali keadaannya tidak jauh 
berbeda. Walaupun sangat sulit di­
dapatkan angka yang akurat 
mengenai aspek spekulasi dari 
kelompok ini, namun observasi la­
pangan menunjukkan bahwa ba­
nyak didapati rumah-rumah kosong 
pada proyek-proyek real estate di 
kota-kota di Indonesia. Nampak di­
sini bahwa antara kebutuhan akan 
rumah (housing needs) dengan per­
mintaan akan rumah (housing de­
mands) terdapat deviasi yang 
menganga cukup lebar. Pada rongga 
tersebutlah sebenamya telah terjadi 
mekanisme ekonomi biaya tinggi 
dalam bentuknya spekulasi. Feno­
mena ini pada akhimya memang 
akan berdampak pada kinerja eko­
·nomi nasional secara keseluruhan. 
Brazilia dan Meksiko merupakan 
contoh llegara-negara yang sempat 
tersungkur oleh dampak spekulasi 
bisnis properti yang sebagian besar 
menggunakan sumberdana asing. 

·, , .• 
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ERKEMBANGAN EKONOMI, SEKTOR INFORMAL 
·DAN KEMISKINAN DI KOTA 

Oleh: 
Tadjuddin Noer Effendi 

Kota-kota mengalami perkem­
a... ........ n yang cukup pesat dan 
gll!l~mbangan ini akan terus ber­

di masa datang (NUDS, 1985; 
1987). Perwujudan perkem­

-~.,UJ kota tercermin dari ting­
ya t ingkat urbanisasi 1, pe­

, ....... ~.dtan perkembangan ekonomi 
dai dengan konsentrasi berba­

macam kegiatan ekonomi, teru­
industri, jasa- jasa modern dan 

,!J!!rdl:l2angan skala besar. Kesemua 
elah mendorong perkembangan 
perubahan kehidupan sebagian 

masyarakat kota. Perubahan 
dan modernisasi kehidupan 

merubah pola konsumsi, gaya 
dan perilaku sosial menuju 

perbaikan kesejahteraan. 
Namun, dalam proses. perkem· 

::angan kota itu senantiasa dihadap· 
dengan berbagai macam 

oalan. Salah satu persoalan 
ting masa kini dan juga dimasa 

tang adalah keterbatasan kemam­
uan kota untuk menyediakan 

peluang kerja bagi penghuni yang 
terus bertambah dengan pesat. 
Upaya meningkatkan ekonomi kota 
dengan modernisasi infrastruktur 
kota (perbaikan jalan , sarana 
perkantoran, listrik, telpon dan se­
bagainya) dalam rangka menarik in­
vestor terus dilakukan, tetapi upaya 
itu kurang menunjukkan basil yang 
memuaskan, khususnya dalam pen­
ciptaan peluang kerja di sektor for­
mal (modern) . Karenanya , tidak 
mengherankan angka penganggur­
an dikota cenderung menaik, teru­
tama yang berpendidikan (Effendi, 
1992). Bersamaan dengan itu; gejala 
sektor informal dan kemiskinan 
tampaknya masih cukup menonjol di 
kota-kota besar. Mengapa sektor in· 
formal dan kemiskinan di kota . 
menunjukkan sosok yang nyata 
meskipun perkembangan ekonomi, 
termasuk pertumbuhan ekonomi 
kota, bertumbuh dengan pesat se­
lama PJP I? 

Rata-rata pertumbuhan penduduk pada periode 1980-1990 untuk kota besar 3,2% per 
:ahun, kota sedang 3, 7% per tahun, kota kecil5,5% per tahun. Jumlah penduduk kota besar 

tahun 2005 sekitar 13 juta, kota sedang 11 juta dan kota kecil 7 juta (perkiraan 
Msil perhitungan penulis) 
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KAITAN EKONOMI KOTA 
DENGAN SEKTOR INFORMAL.: 
TELAAH TEORITIS 

Keterkaitan an tara perkem­
bangan ekonomi kota dan sektor in­
formal telah menjadi diskursus. 
pembangunan sejak tahun 1970-an. 
Diskursus itu telah melahirkan dua 
pandangan yang tampak saling ber­
tentangan mengenai meluasnya ge­
jala sektor informal di kota. Pertama . 
adalah pandangan yang meyakini 
bahwa sektor informal sebagai be­
nih-benih (benign) kewiraswastaan 
(pengusaha) yang berfungsi men­
dorong pertumbuhan ekonomi kota 
(Me Gee 1973; Mazumdar 1976; 
Sethuraman, 1985). 

Keberadaan sektor informal 
merupakan pelengkap dan penun­
jang serta sebagai sumber · potensi ' 
perkembangan ekonomi kota. Sektor 
informal dan formal · saling mengisi 
satu sama lain. Sektor informal 
menghasilkan dan menyediakan 
barang dan jasa bagi sektor formal. 
Sebaliknya, sektor formal mencip­
takan peluang-peluang bagi ke­
beradaan sektor informal. Diyakini 
sektor informal akan berkembang 
menjadi formal sejalan dengan-me­
ningkatnya pertumbuhan ekonomi 
kota. Oleh karena itu, pandangan ini 
menekankan bahwa sektor informal 
perlu dipromosikan dan sedapat 
mwigkin dibantu serta diupayakan 
terkait dengan perkembangan eko­
nomi kota, khususnya sektor for­
mal. 

Kedua adalah pandangan yang 
berpendapat bahwa sektor informal 
berdiri sendiri dan terpisah dariO 
kegiatan ekonomi kota (Bose, 1974; 

Quijano, 1974; Bienefeld, 1975). 
Kegiatan ~ektor informal berperan 
sebagai penampung angkatan kerja 
yang tidak tertainpung pada sektor 
formal. Kegiatan sektor informal 
bukan gejala sementara tetapi ge­
jala permanen yang terlepas dari 
perkembangan sektor formal. Ke­
hadiran sektor informal berkaitan 
dengan kurangnya akses pelaku 
ekonomi marginal pada produksi 
dan pemasaran basil sebag8i akibat 
aturan-aturan yang membatasi 
adanya kontrol dari pernilik modal 
besar. Hal ini sebagian bisa terjadi 
karena kebijakan ekonomi makro 
cenderung menguntungkan peng­
usaha besar dan kurang menyentuh 
kepentingan mereka. Selain itu, 
karena ada ketimpangan struktur 
ekonomi atau karena ekonomi kota 
terintegrasi dengan sistem ekonomi 
dunia . . Kegiatan sektor informal ti­
dak mendatangkan surplus dan per­
tumbuhannya tidak tergantung 
padakemampuan akumulasi modal, 
tetapi lebih ditentukan oleh kemam­
puan sektor formal menyerap 
angkatan kerja. Pandangan ini 

· meyakini bahwa gejala sektor infor­
mal hanya akan dikurangi dengan 
upaya restrukturisasi kegiatan 
ekonomi secara menyeluruh. 

Merujuk pada pandangan yang 
pertama bany~k perencana merasa 
perlu dan bermaksud membantu 
perkembangan sektor informal Ber­
bagai upaya baik langsung dan tidak 
langsung telah dilakukan untuk 
pengembangan kegiatan sektor . ii'b 
formal. Bantuan kredit, introduksi 
program bapak angkat, lokalisasi, 
pelatihan ketrampilan dan sistem 
manajemen. Belakangan ini ada for-
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---- k.egiatan sektor informal 
-. ... upaya penyediaan infras· 
•m.~r. seperti pasar, lokasi perda· 
.... D di swalayan dan pusat jajan. 
IIIIIIICIID kebijakan ini diharapkan 
• ami[' informal . berangsur-angsur 
-~~~--- formal diikuti dengan me· 
,_ .,. ... tnya kesejahteraan para 
:fllllibm_ya. 

Tanpa bermaksud mengurangi 
Lting pembinaan yang telah 

_ _,ol.&(llll selama ·ini, tetapi ada ke­
,..deJI'Ulli~ gejala sektor informal 

menunjukkan tanda-tanda 
IJII!Ib rang disertai dengan belum 

perbaikan kondisi kehidupan 
pelaku. Sekurang· kurangnya 

dua hal yang diduga menye· 
lllllbbm hal itu. Pertama, ban yak ke· 

an yang diterapkan tidak 
- aatpai basil yang diharapkan. 
ttlllbbm ada kecenderungan pembi· 

yang dilakukan, lebih banyak 
unculkan masalah baru ketim· 
memecahkan masalah yang di· 
i oleh pelaku sektor informal 

t bahasan Turnham, Salome 
Sehwarz, 1990). 

Kedua, kebijakan memacu 
,.Uembangan ekonomi kota yang 

a ini diterapkan, dalam ke­
..... rt-..... n lebih sering merugikan dan 

enyudutkan sektor informal 
· bang membentuk dan mem­

rcepat proses perkembangan 
.ereka. Perluasan pasar swalayan, 

odernisasi pasar, penggusuran . 
.kasi tempat aktivitas dan be· 

lbempa tindakan lain (menaikkan 

retribusi pasar) adalah contoh kebi· 
jakan yang tanpa disadari sedi.kit 
banyak merugikan sektor informal 
Dapat dikatakan bahwa perkem· 
bangan ekonomi kota yang selama 
ini teJjadi belum mempunyai dam· 
pak yang cukup berarti bagi perbai· 
kan nasib pelaku sektor informal. 
Artinya, Asumsi sektor informal 
akan berkembang (berkurang) de­
ngan pertumbuhan ekonomi kota 
nampaknya kurang dapat dipakai 
sebagai pegangan dalam pena· 
nganan kegiatan sektor informal. 
Kebijakan penanganan sektor infor­
mal tampaknya sulit mencapai basil 
yang diharapkan tanpa dibarengi 
dengan kebijakan restrukturisasi 
ekonomi secara menyeluruh, seperti 
yang diusulkan pandangan kedua .di 
atas. Hal ini perlu dilakukan dengan 
pertimbangan karena persoalan,sek· 
tor informal tidak hanya persoalan 
ekonomi kota tapi mempunyai kai­
tan luas dan terkait erat dengan 
ek.onomi secara menyeluruh. Tanpa 
upaya yang terakhir niscaya per­
soalan sektor informal dan kemis· 
kinan kota dapat diatasi secara 
tuntas. 

PERJ{EMBANGAN, DISTRIBU­
SI SEKTOR INFORMAL DAN 
KEMISKINAN 

Meskipun pertumbuhan ekonomi 
·selama PJP I berkisar 5 · 8 persen 
per tahun, proporsi pekeJja sektor 
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informal2 dikota cenderung men­
ingkat. Pada tahun 1971 proporsi 
pekerja sektor informal terhadap 
jumlah angkatan kerja di kota men­
capai sekitar 25 persen, angka itu 
menaik menjadi sekitar 36 persen 
pada tahlin 1980 dan menjadi seki­
tar 42 persen pada tahun 1990 
(periksa Tabel i). Ini menunjukkan 

I 

Distribusi pekerjaan sektor in­
formal menurut ukuran kota, 
menunjukkan 'bahwa di kota-kota · 
besar, sedang dan kecil masih seki­
tar sepertiga lebih angkatan kerja 
terlibat di sektor informal (lihat ta­
bel2) dan ada kecenderungan bah­
wa proporsi pekerja sektor informal 
semakin kecil dengan semakin besar 

TABEL 1 
JUMLAH PEKERJA DAN PEKERJA SEKTOR INFORMAL DI KOTA 

TAHUN 1971, 1980 DAN 1990 

1971 1 19802 19903 ' . 
Peke ·a di kota (000) 6051 9780 19000 

Peke ·a sektor informal (000) 1500 3501 8066 

24,8 35,7 42,4 

Sumber: 1 BPS, 1971, Sensus penduduk 1971, Jakarta, hal. 47 
2 BPS, 1982, Penduduk di Indonesia Hasil Pengolahan sub Sampel Sensus 

Penduduk 1980, Jakarta, hal. 171 
3 BPS, 1992, Hasil Se;sus Penduduk 1990, Seri. S2, Jakarta, hal. 342 (tidak 

termasuk tak terjawab) 

tidak saja sektor informal masih 
cukup dominan dalam menyerap 
angkatan kerja di kota, tetapi juga 
menunjukkan bahwa perkembangan 
ekonomi belum dapat mengatasi per­
soalan klasik keterbatasan peluang 
kerja. Bisa jadi, konsep pemerataan 
kesempatan kerja seperti tereantum 
dalam· GBHN belum dapat direa­
lisasikan secara nyata. 

ukuran kota. Perbedaan ini ada kai­
tan dengan konsentrasi kegiatan 
ekonomi. Tampaknya konsentrasi 
kegiatan ekonomi modem dan in­
dustri cenderung mfmgelompok di 
kota-kota besar. Hal ini sejalan de­
ngan hipotesis yang diajukan oleh 
Kundu dan Mathur (1984: 82 · 85), 
bahwa di kota-kota be sarpenghasil­
an, pendidikan, infrastru~tur, 
tehnologi dan ketrampilan lebih baik 

_._· . ... ~ 
2 

Bataaan aektor informal dalam kajian ini mengacu pads status pekerjaan. UntPk". 
mendspatkan anllka pekerja eektor infor:w,al status ~kerjaan disilangkan dengan jenis 
pekerjaan utama.'~eriU disadari ba~asan ~ menghasilkan angka yang sedikit lebih 
tinggi. Sebab mereka yana berusaha IM!Ildiri belum tentu tergolong pads kategori ~r 
informal termasuk dalam perhitungan ini. 
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TABEL2 
PROPORSI ANGKATAN KERJA DALAM KEGIATAN 

N~:MA~ DAN FORMAL MENURUT UKURAN KOTA TAHUN 1993 

Informal Formal % N 

333 66,7 100 10158 

39,2 60,8 100 6881 

47,2 52,8 100 9836 

.~allllllr : BPS, 1993, Survei Sosial Ekonomi Nasional, olahan dari data mentah 
Kota besar jumlah pendud.uk di atas 1 juta jiwa 
Kota sedang jumlah penduduk 500.000 - 1 juta jiwa 
Kota kecil )umlah penduduk di bawah 500.000 jiwa 

· gga ada kecenderungan 
..-mn·1 modal berusaha mengin­
''IIWIKIIBi.ikan modal mereka di situ. 
.~IDBJ;nya, sifat permintaan akan 
,.elayl!lrultn barang dan jasa di kota-

besar lebih bersifat formal dari­
informal. Selain itu, tidak 

.. tm~ kemungkinan penertiban 
as becak) dan penggusuran 

•dai~g asongan) yang dilakukan 
anan kota di kota-kota besar 

desak pelaku sektor informal 
· dab ke kota-kota sedang dan 

· Tidak mengherankan hila pro­
. kegiatan sektor informal cen­

rliPll'n n '"' lebih kecil di kota-kota besar 
· pada kota sedang dan kecil. 

Kecenderungan mengecilnya 
pmporsi angkatan kerja di sektor in· 
bmal di kota besar hanya bersifat 
relatif. Hal ini tidak berati bahwa 
peranan kegiatan informal dalam 
perekonomian di kota-kota besar ti­
dak berarti. Memperhatik.an pro­
porsi pekerja sektor informal di tiap 
kota, baik. di Jawa dan luar Jawa, 
&ampak bahwa peranan sektor infor­
mal dalam menyerap angkatan 

kerja masih cukup berarti, terutama 
di kota-kota besar, seperti Jakarta, 
Surabaya, Semarang, Palembang, 
Medan, Ujung Pandang (lihat Tabel 
3). Namun, ada hal yang menarik. 
bahwa di kota-kota luar Jawa pro­
porsi pekerja sektor informal relatif 
lebih tinggi daripada di kota-kota di 
Jawa. Perbedaan ini mengisyarat­
kan bahwa ada ketimpangan dalam 
konsentrasi kegiatan ekonomi m~ 
dem an tara Jawa dan luar Jawa. 

Perbedaan konsentrasi kegiatan 
ekonomi ini mempengaruhi kom­
posisi kegiatan ekonomi sektor infor- · 
mal. Menurut El Shakhs (1984: 80) 
sifat, komposisi kegiatan cenderung 
berbeda menurut skala kegiatan 
ekonomi Kegiatan-kegiatan sektor 
informal di kota besar cenderung 
menunjang kegiatan ekonomi mo~ 
dem, berfungsi melayani kebutuhan 
sekunder dari tertier, menggunakan 
pekerja diupah dan tergantung pada 
pasaran kerja. Sebalik.nya, di kota· 
kota sedang dan kecil kegiatan sek· 
tor informal masih terkait dengan 
kegiatan primer, kegiatan bersifat 
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TABEL3 
PROPORSI ANGKATAN KERJA DALAM KEGIATAN INFORMAL DAN FORMAL 

DI BEBERAPA KOTA DI JAWA DAN LUAR JAWA TAHUN 1993 

. Kota Informal Formal % N 

JAWA 

Jakarta 371 62,9 100 7959 

Surabaya 34,9 651 100 2202 

Semarang 57 643 100 1624 

Ban dung 319 . 681 100 1856 
•. 

Yogyakarta 43,4 566 100 848 

Surakarta 409 591 100 951 

LUARJAWA 

Palembang 556 444 100 1470 

Med.an 412 588 100 931 

Ujung Pandang . 45,1 54,9 100 " 1362 

Bandar Lampung 482 518 100 975 

Padang 43,7 563 100 941 

Samarinda i . 52 3 47,7 100 1163 

Mana do 40,3 591 100 797 

.. 
Sumber: BPS, 1993, Survei Sosial Ekonomi Nasional, 

olahan dari data mentah · 

m:elayani kebutuhan dasar sektor 
pertanian, menggunakan pekerja 
keluarga tidak dibayar dan belum 
ada pengaruh pasar kerja. Perbe­
daan.Jni dapat juga dipakai untuk 
menjelaskan mengapa ada perbe­
daan proporsi pekerja sektor 'infor­
mal di kota-kota di Jawa dan luar 
Jawa. 

Perbedaan dalam konsentrasi 
kegiatan ekonomi dan komposisi 
sektor informal secara tidak . lang-0 

sung juga berpengaruh pada kese­
jahteraan masyarakat. Ada kecen­
derungan kondisi kehidupan rumah 
tangga pekerja sektor informallebih 
baik di kota besar dari pada di kota 
sedang dan kecil. Gejala ini dapat 
diamati dari pengeluaran rumah 
tangga. Mengamati data pengel~- . 
aran rumah tangga di kota besarr 
sedang dan kecil tampBk bahwa p~ 
po:rsi rumah tangga yang penge­
luaran di bawah Rp. 150.000,00 
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relatif besar di kota kecil 
wdang (lihat Tabel 4). Bila 

.. _. pengeluaran di ~awah 
- 000,00 perbulan dipakai se· 
- ukuran garis kemiskinan3 

porporsi rumah tangga miskili 
besar di kota kecil dan sedang 

dan proses pembangunan kota. Se­
perti kita ketahui bersama selama 
ini kegiataan ekonomi modem dan 
penanaman modal. cenderung ter· 
konsentrasi di Jakarta dan sekitar 
Jakarta. Gamb81'8n ini mengarah­
kan pada implikasi bahwa ketim· 

TABEL4 
PROPORSI RUMAH TANGGA MISKIN 

MENURUT UKURAN KOTA, TAHUN 1993 

Rumah tangga (%) Total 
% N Miskin tidak miskin 

09,7 
22,7 
27,9 

90,3 
77,8 
72,1 

100 
100 
100 

7055 
5082 
6367 

r: BPS, 1993, Survei Sosial Ekonomi Nasion8l 
olahan dari data mentah 

- :uHI'da di kota besar. Bila kita cer­
. kota-kota di Jawa dan luar 

tampak bahwa proporsi pen­
·- JUI miskin di kota-kota di Jawa 

luar Jawa bervariasi dan tam· 
ya tidak menunjukkan perbe­
yang berarti (lihat Tabel 5), 

lbcuali Jakarta. Jakarta menunjuk­
bn penyimpangan yang cukup 
lberati hila dibandingkan dengan 
lota-kota yang lain. Proporsi pen· 
duduk tergo\ong miskin ui kota 
Jakarta relatif rendah jika diban­
ding dengan kota·kota di Jawa dan 
Luar Jawa. perbedaan ini jelas 
berkaitan dengan proses investasi, 
perkembangan struktur ekonomi 

3 

pangan dalam proses pembangunan 
tidak hanya berpengaruh pada kom· 
posisi kegiatan ekonomi tetapi juga 
pada derajat kemiskinan penduduk. 

SEKTOR INFORMAL DAN 
KEMISKINAN: MENGAPA 
BERTAHAN! 

Dari fakta-fakta di atas perta· 
nyaan yang perlu diajukan bukan 
mengapa mereka bekerja di sektor 
informal dan miskin tetapi mengapa 

.. mereka tetap bertahan mencari 
nafkah di sektor informal dan 
terk~ngkung dalam kemiskinan 

Garis kemiskinan dengan perhitungan pengeluaran Rp 150.000,00 per keluarga per 
bulan didasarkan pada basil Susenas 1993 penduduk kota tergolong miskin dengan 
penghasilan Rp 39.530,00 per kapita per bulan 
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meskipun perkembangan ekonomi 
cukup mengesankan pada PJP I ? 
Fertama ada ketimpangan dalam 
proses pembangunan. Ketimpangan 
inj tldak hanya terjadi antara Jawa 
dan Luar Jawa juga terjadi antara 
desa dan kota. Kedua sebagai akibat 
yang pertama adalah proses mobili­
tas angkatan kerja mengalami ham-

efisien. Kurang efisien karena k.e­
banyakan angkatan kerja bekerja 
pada pekerjaan-pekerjaan berciri­
kan ketidakpastian, yakni berada di 
an tara sektor tradisional (pertanian) 
ditandai dengan penghasilan ren­
dah, dan sektor informal4 dengan 
penghasilan rendah serta tidak me­
nentu. 

TABEL5 
PROPORSI RUMAH TANGGA MIS~NDI BEBERAPA 

KOTAJAWADANLUARJAWATAHUN 1993 

Kota Rumah tangga (%) Total 
miskin tidak miskin % 

JAWA 
Jakarta 5,2 94,8 100 
Surabaya 25,0 75,0 100 
Semarang 37,0 67,0 100 
Ban dung 22,2 78,8 100 
Yogyakarta 35,3 64,7 100 
Surakarta 48,0 52,0 100 

LUARJAWA 
Palembang - 29,3 70,7 100 
Me dan 14,9 85,1 ' 100 ( 
Ujung Pandang 29,4 70,6 100 
Baridar Lampung 43,4 56,6 100 
Padang 23,3 76,7 'loo 
Samarinda 16,0 84,0 100 
Madano 19,7 80,3 100 

Sumber: BPS, 1993, Survei Sosial Ekonomi Nasional 
olahan dari data mentah 

N 

7959 
2202 
1624 
1856 
848 
951 

1470 
1931 
1362 
975 
941 

1163 
797 

batatt Sampai saat ini sebagian be­
sar angkatan kerja tertahan dalam 
kegiatan ekonomi tergolong kurang 

Sampai pada tahun 1990-
angkatan kerja yang tercatat meng­
gantungkan hidup pada sektor per-

-·_· . ... ~ 
.,.i . .. 

4 ~ 
(Evers, 1993:24) menyebut sektor informal sebagai "ekonomi bayangan" karen a karakterist'lk 

utama adalah kurangnya informasi tentang',.~rorganisasian BOBial dan ekonomi, kuranghya 
kelengkapan modal serta institusi ketenagakerjaan. 
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--masih sekitar 500Al (lihat Ta­
Dibanding dengan negara­

-1311-a tetangga tampaknya 
fiiiPOrsi. angkatan kerja Indonesia 
yang bekerja di sektor pertania~ 
masih cukup besar. Disamping itu, 
selama dua puluh tahun terakhir ini 
perubahan antar sektor juga sangat 
kecil, kecuali dibandingkan dengan 
Thailand dan Filipina. Ini meng­
isyaratkan bahwa dibandingkan 
dengan negara-negara tetangga mo­
bilitas angkatan kerja tergolong 
lam bat. 

Tidak seperti Malaysia dan Ko­
rea Selatan, mobilitas angkatan 
kerja Indonesia yang beralih sektor 
tergolong efisien, seperti 'sektor in­
dustrl masih rendah. Dalam hal ini 
Indonesia relatif sama dengan Thai­
land dan Filipina (lihat Tabel 6). 
Cukup mengherankan karena in­
vestasi yang cukup ramai dibi­
carakan selama 1m kurang 
berpengaruh pada mobilitas yang 
cukup ramai dibicarakari selama ini 
kurang berpengaruh pada mobilitas 
angkatan kerja. Apakah ini berka-

TABEL6 
DISTRIBUSI PELUANG KERJA DI INDONESIA DAN BEBERAP A 

NEGARA TETANGGA, 1965 DAN 1990 

NEGARA Pe,luang kerja menurut sektor (%) , 
Sektor Pertanian Industri Jasa Semua sektor 

Korea Selatan 
1965 55 15 30 100 
1990 28 35 37 100 

Malaysia 
1965 58 13 29 100 
1990 26 28 46 100 

Thailand 
1965 82 5 13 100 
1990 63 13 24 100 

Filip ina 
1965 58 16. 26 100 
1990 45 15 40 100 

Indonesia 
1965 66 10 24 100 

II 1990 50 17 33 100 

Sumber: Manning dan Harjono, 1993, Tabel 5.4, hal. 77 ~ 

Forum Geografi No. 16 dan 17 Th. IXi Juli dan Desember 1995 43 

... ~ •• . , .i. .. 

' ,. · ~ A 

·-



itan dengan proses pemilihan in­
vestasi atau industri padat modal 
dan hemat tenaga kerja ? Hill 1990 
(dikutip dalam Manning, 1993: 77) 
secara tegas mengatakan bahwa 
"dalam dua puluh tahun terakhir ini 
investasi di Indonesia dipusatkan 
pada industri padat modal yang ke­
banyakan industri kebutuhan kon· 
sumsi yang dilindungi dan 
diproteksi serta industri investasi 
pemerintah, seperti industri baja, 
pupuk, semen, dan kertas". Kese­
mua industri itu kemampuan me­
nyerap pekerja rendah. Disamping 
itu sejak tahun 1970-an sampai saat 
ini investasi industri-industri cen­
derung berlokasi di Jawa, khusus· 
nya sekitar Jakarta (Forbes, 1984: 
Poot, Kuyvenhoven dan Jansen, 
1991: 155-158). 

Sebagian penduduk yang tidak 
dapat memenuhi kebutuhan hidup 
dari basil pertanian ada yang 
berusaha mengkombinasikan de· 
ngan kegiatan industri kecil-kecilan 
di sekitar rumah tangga. Meskipun 
pekerjaan-pekerjaan industri kecil 
dan industri rumah tangga yang ter­
golong sektor informal cukup banyak 
menciptakan peluang kerja, tetapi 
selama ini kurang mendapatkan 
proteksi dan perlindungan dari pe­
merintah. Sebagai gambaran, pada 
tahun 1986 industri besar dan se-

5 

dang hanya menyerap 32% se­
baliknya industri kecil dan rumah 
tangga menyerap 68 persen5 dari 
angkatan kerja yang tercatat be­
kerja di manufaktur (BPS, 
1992:261). Dapat dikatakan, indus­
tri besar yang biasanya dimiliki oleh 
para konglomerat acapkali dilin­
dungi dan mendapat kemudahan­
kemudahan hanya menyerap 
sebagian kecil angkatan kerja. Se­
bagian industri kecil dan rumah 
tangga yang diusahakan oleh pe­
ngusaha lemah jauh dari akses 
kredit dan berbagai macam kemu­
dahan mampu menciptakan peluang 
kerja yang dibutuhkan oleh 
angkatan kerja6

. Ketidakadilan dan 
ketimpangan inijuga merupakan se· 
bagai salah satu akibat mengapa se­
bagian besar penduduk tetap terbe­
lenggu kemiskinan. 

Selain memasuki industri kecil 
dan rumah tangga, mereka yang ti· 
dak bisa bertahan di sektor per· 
tanian, cukup banyak berupaya 
beralih ke sektor informal di perko­
taan a tau non farm di pedesaan. Ta­
bel 7 memuat proporsi pekerja 
'informal, non farm dan kantor di In­
donesia dan beberapa negara 
tetangga. Temyata angkatan kerja 
Indonesia yang terlibat dalam 
kegiatan sektor informal relatif be­
sar hila dibandingkan dengan 

Data makro yang tersedia tentang penyerapan angkatan kerja menurut ukuran indus­
tri hanya ada pada tahun 1986. Perlu dicatat angka ini tampaknya tidak mengalami · 
perubahan yang cukup berarti. . ···. · ·' 

·, ... .-

s n 
Selama ini pengusaha besar menerima"B'O persen sedang pengusaha kecil hanya me· 

nerima 20 persen dari kredit yang pemah disalurkan (Bernas, 1994:5) · 
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TABEL7 
PEKERJA SEKTOR INFORMAL, NON-FARM DAN KANTOR 

DI INDONESIA DAN BEBERAP A NEGARA ASIA 

Negara Pekerja sektor in- Pekerja Non-farm Pekerja ~ total 
Kantor formal (% peketia (% Pekerja pede- pekerja) 

non-pertanian) * saan) (1990) 
(1990) (1986 

Laki Perem-
puan 

Korea Selatan 26 31 29 22 
Malaysia 23 25 60 19 
Filipina 23 36 35 11 
Thailand 31 42 21 5 
Indonesia 43 63 34 9 

Sumber: * Manning dan Harjono, 199, Tabel 5.5, hal. 78 
** Tumhan, 1993, Tabel3. 7, hal. 142 

negara-negara tetangga. Keterli­
batan angkatan keija pada sektor 
informal menandakan bahwa 
mereka tidak punya pilihan dan 
peluang keija lain. Di pedesaan 
nampaknya peluang keija non farm 
belum berkembang seperti di 
negara-negara tetangga, .terutama 
Malaysia7

. Kemampuan penyerapan 
pekeijaan kantor juga relatif kecil 
hila dibandingkan dengan negara­
negara tetangga. Ini menunjukkan 
bahwa pasar kerja mengalami 
tekanan dan belum berfungsi ~de­
ngan sempuma. Kemungkinan lain 

7 

adalah sistem rekruitmen belull} ter­
buka, sehingga mereka yang tidak 
mempunyai koneksi ataupun uang 
pelicin sulit memasuki pasar keija 
formal8. 

'· Meluasnya praktek nepotisme 
dalam kegiatan ekonomi dapat juga 
membatasi ruang gerak pekeija sek­
tor inform~l sehingga sulit bagi 
mereka UJttuk merubah nasib. Pe~ 
nguasaan sumber-sumber ekonomi 
oleh golongan elit penguasa yang 
bekerja sama dengan pengusaha 
adalah sangat mungkin mengha­
langi proses mobilitas angkatan 

Studi mendalam tentang Non-F~rm di pedesaan Jawa lihat Effendi (1991) 

8 ' ' 
Evers dan Susi Eja Yuarsi (1994:6) dalam studi segtQentasi pasar kerja di Yogyakarta 

dan Padang menemukan bahwa bantuan keluarga, koneksi, uang sogok dan pelicin digu-
nakan untuk mempermudah memasuki pasar kerja. ' ':.) 
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kerja diikuti deT kemapanan ge· 
jala kemiskinan . Mungkin pen· 
jelasan Alatas (1987) tentang 
kesulitan·kesulitan ekonomi, keti· 
dakefisienan di dalam hirokrasi 
serta efek pada kemiskinan sehagai 
ak.ibat merajalela perilaku korupsi 
dapat juga dipinjam untuk men· 
jelaskan keterlamhatan proses mo­
hilitas angkatan kerja. Monopoli, 
kolusi dan korupsi tanpa disadari 
telah mempersempit peluang 
herusaha dan hekerja yang amat 
dihutuhkan oleh angkatan kerja. 

KESIMPULAN 

Selama ini pemhangunan telah 
herhasil mempertahankan pertum · 
huhuan ekonomi dan meningkatkan 
kegiatan ekonomi kota, tetapi ang· 
katan kerja yang terlibat dalam ke· 
giatan sektor informal dan hidup di 
hawah garis kemiskinan masih cu· 
kup hesar. Gejala ini terutama me· 
nonjol di heberapa kota di Jawa dan 
luar Jawa, kecuali Jakarta. Jakarta 
sehagai pusat pemerintahan dan ke· 
kuasaan tampaknya lehih mendapat 
perhatian dalam proses pemhangun· 
an. Jadi, tidak selamanya pandang­
an hahwa kegiatan sektor informal, 
sehagai kegiatan transisi, dapat di· 
koreksi (berkurang) sejalan dengan 
perkemhangan ekonomi dapat 
dihenarkan. 

Pemhangunan dapat herdampak 

9 

positif pada kegiatan sektor informal 
dan kemiskinan hila ketimpangan 
dalam proses pemhangunan dan 
himpitan struktural yang tidak 
memherikan peluang pada pelaku 
ekonomi informal dan masa miskin 
kota untuk turut serta memanfaat­
kan kesempatan-kesempatan yang 
tersedia dapat dikurangi atau dihi· 
langkan. Oleh karena itu, hal-hal 
yang perlu diperhatikan dalam 
pengemhangan sektor informal dan 
penanganan kemiskinan adalah 
upaya yang lehih mengarahkan pada 
kehijakan agar orang miskin mem­
punyai akses untuk memanfaatkan 
sumher daya yang tersedia. Seku­
rang-kurangnya mereka dapat me­
nikmati fasilitas yang ada dan 
tersedia sesuai dengan kemampuan 
mereka. Tujuan ini hanya dapat di­
capai dengan mengutamakan dan 
meletakkan prioritas kepentingan 
orang miskin (pemihakan pada 
kepentingan rakyat) dalam perenca­
naan pemhangunan. Hal yang mus­
tahil dilakukan hila peromhakan 
sistem ekonomi secara Iilenyeluruh 
tidak dilakukan10

. Peromhakan ini 
tidak hanya dapat menghilangkan 
hamhatan struktural tetapi juga di­
harapkan dapat menghilangkan ge­
jala nepotisme, monopoli, kolusi 
yang tidak sesuai dengan GBHN. 
Kehijakan tamhal sulam seperti 
yang dilakukan selama ini tam­
paknya dapat meredam sesaat tetapi 
tidak dapat menyelesaikan masalah 
secara mendasar. 

Berdasarkan hasilpenelitian tentang pekerja miskin di sebuah kota di India, Bretn~ , 
(1985:166) menyimpulkan bahwa kemapanan kemiskinan, terutama dikalangan pekerja 
informal di kota disebabkan "jalan menuju ke atas seringkali dirintangi, sedangkan jalaP." 
kebawah terlalu mudah dilalui". Dengan kata lain, munculnya kemapanan kemiskinan'ili 
kalangan masyarakat miskin di kota lebih d@iliabkan adanya himpitan struktural. ' 

10 ° 

Pembahasan lebih jauh tentang perjuangan untuk perbaikan fundamental ekonotni 
rakyat (Arie~ 1995: 13) 
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PENYEDIAAN DATA DASAR 
DALAMPENGEMBANGANKOTA 

Oleh: 

Aris Poniman 

ABSTRAK 

Ketersediaan data dasar dalam pengembangan kota sangat diperlukan baik 
dalam rangka perencanaan tata ruang tingkat nasional, propinsi maupun kabu­
patenlkotamadia. Hal ini mendukung amanat dalam GBHN 1993 bahwa pem­
bangunan perkotaan ditingkatkan dan diselenggarakan secara berencana dan 
terpadu dengan memperhatikan rencana umum tata ruang, pertumbuhan pen­
duduk, lingkungan pemukiman, lingkungan usaha dan lingkungan kerja serta 
kegiatan ekonomi dan kegiatan sosiallainnya agar terwujud pengelolaan per­
kotaan yang eflsien dan tercipta lingkungan yang sehat, rapi, aman, dan 
nyaman. Permasalahan data dasar dalam perkembangan daerah perkotaan 
an tara lain adalah data dasar dan peta dasar yang belum seluruhnya baku, dan 
data dasar sumberdaya alam, sumbei-daya buatan dan sumberdaya sosial 
ekonomi yang sangat dinamis. Pemutakhiran data dasar dan penyusunan basis 
data digital secara terpadu pada tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/ko­
tamadia perlu terus dikembangkan. 

PENDAHULUAN 

a. Latar Belakang 

Dalam UUD 1945 pasal 18 mene­
tapkan bahwa Indonesia dibagi 
dalam daerah propinsi dan daerah 
propinsi dibagi pula dalam daerah 
yang lebih kecil. Daerah-daerah itu 
bersifat otonom atau bersifat admin­
sitrasi belaka. 

Arahan GBHN 1993 dalam pem­
bangunan daerah antara lain dise­
butkan bahwa: pembangunan 
perkotaan ditingkatkan dan dise­
lenggarakan secara berencana dan 0 
terpadu dengan memperhatikan 

rencana umum tata ruang, pertum­
buhan penduduk, lingkungan per­
mukiman, lingkungan usaha dan 
lingkungan kerja, serta kegiatan 
ekonomi serta kegiatan sosial lain· 
nya agar terwujud pengelolaan per­
kotaan yang efisien dan tercipta 
lingkungan yang sehat, rapi, aman, 
dan nyaman. Perhatian khusus 
perlu diberikan pada peningkatan 
sarana dan prasarana umum yang 
layak. Keserasian hubungan antara 
masyarakat perkotaan dan pede­
saan terus diupayakan agar te~· ­
jud keserasian kehidupan masy6-· 
rakat dalam aspek kehidupan­
nya. 
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---Pelita Vltelah ditetapkan 
strategis yang harus ditan­

--........... rangka memacu pertum- . 
..... ek.onomi nasional. Pem­
.._IICIIDBIIl daerah perkotaan perlu 
... .-llllk:an dengan pembangunan' 
_..-.:Ill dan diseimbangkan dengan 
Piii!IDih pedesaan. 

Dengan melihat bahwa fungsi 
untuk melayani kebutuhan 
k.ota sendiri dan untuk mela­

- kebutuhan pengembangan 
belakangnya, maka kota­

yang telah teridentifikasi 
koosep strategi nasional pada 

,fll!llf!li!IIlbangan tata ruang nasional 
u-bungan erat dengan pengem­

-~tn kawasan-kawasan andalan. 
lanjut makalah ini akan mem­

kan pada masalah penyediaan 
dasar dalam pengembangan 

Maksud dan Tujuan 

Maksud makalah ini adalah 
~uk mengidentifikasi masalah 

enyediaan data dasar dalam 
pengembangan kota dengan tujuan 
agar dapat dilakukan perencanaan 
&ara ruang perkotaan maupun pe· 

antauannya yang dapat men­
ukung pembangunan berkelan-

jutan. 

c. Pengertian 

Kota adalah suatu wilayah geo­
grafis tempat · bermukim sejumlah 
penduduk dengan tingkat kepadat­
an yang relatif tinggi , dengan 
kegiatan utamanya disektornonper­
tanian. Daerah perkotaan meru­
pakan suatu kawasan atau wilayah 

yang berciri kota dapat melebihi 
satu wilayah perkotaan adminis­
trasi dan mempunyai satu kota a tau 
lebih ~ebagai pusatnya . 

Unfuk kepentingan perumusan 
kebijakan dan perencanaan pemba­
ngunan, kota atau daerah perkotaan 
dibagi atas empat kelompok perko­
taan berdasarkan peranan dan 
fungsi pelayanannya dalam menun­
jang pertumbuhan ekonomi nasi­
onal, yaitu kota atau daerah perko­
taan yang berfungsi sebagai (a) 
pusat kegiatan nasional, (b) pusat 
kegiatan wilayah, (c) pusat kegiatan 
lokal, (d) dan kota atau daerah per­
kotaan yang mempunyai fungsi 
khusus · dalam menunjang sektor 
ekonomi tertentu. Data dasar 
meliputi data dasar perpetaan yaitu 
data geodesi, citra inderaja dan data 
dasar sumberdaya alam dan data 
dasar sosial ekonomi. 

II. PERMASALAHAN 

Dalam hal penataan ruang telah 
tersusun rencana tata ruang untuk 
beberapa propinsi, kabupaten, ko­
tamadia dan kawasan lainnya di 
daerah perkotaan yang dapat digu­
nakan untuk lokasi pembangunan. 
Namun dalam kenyataannya ren­
cana tata ruang tersebut sering ti­
dak didukung oleh data dan infor­
m~si yang akurat. Tingkat ketelitian 
peta dasar yang digunakan masih 
bervariasi. 

Data dasar yang tersedia sering 
belum mengacu pada keruangan se­
hingga sulit untuk diketahui penye­
barannya . . Misalnya ten tang kete~ 
sediaan sumberdaya air, yang sa-
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ngaL;berkaitan dengan daerab 
'l):· ... .,\11: 

tang}rapan airnya yang sebagian be-
sar telab mengalami degradasi. Lim· 
ban, pencemaran air -dan tanab yang 
merup·akan akibat pembangunan 
yang berdampak negatif bagi pem · 
bangunan yang berkelanjutan masih 
banyak yang belum dapat ter­
petakan secara baik. Laban perko­
taan yang makin terbatas akan 
menyebabkan pembangunan yang 
melebibi daya dukungnya atau 
mengakibatkan pemanfaatan laban 
pertanian di pinggiran kota, yang 
terkadang sulit terpantau. 

Dengan tersedianya data dasar 
yang akurat, maka masalab ketim­
pangan antar wilayah, antar kota 
dan antara kota dan desa dapat ter· 
deteksi secara lebih dini, sebingga 
dapat dilakukan penyerasian pem­
bangunan. 

III. PEMBAHASAN 

Kebijaksanaan yang ditetapkan 
dalam Repelita VI antara lain: (a) 
melembagakan pengelolaan dan 
pembangunan yang terencana dan 
terpadu; (b) meningkatkan kualitas 
lingkungan fisik dan sosial- eko­
nomi. 

Pembangunan perkotaan di· 
lakukan secara terencana dan ter· 
padu -~dengan memperbatikan asas 
keterbukaan dalam pengambilan 
keputusan sesuai bak dan . tang· 
gung jawab pemerintab dan rna· 
syarakat. 

Pembangunan perkotaan di-
, lakukan melalui dua jalur secara 
serempak yaitu pendekatan secara 0 

terpadu antar sektor dan pen­
dekatan sektoral. 

Pembangunan perkotaan dise· 
lenggarakan untuk mewujudkan 
lingkungan fisik dan sosial ekonomi 
perkotaan yang berkualitas dan ter· 
pelihara serta mampu mendukung 
pembangunan yang berkelanjutan. 
Lingkungan fisik perkotaan dikem · 
bangkan dan diatur dengan aspek 
bukum dan penataan aspek fisik 
penggunaan tanab guna menjamin 
tersedianya tanab yang diperlukan 
bagi pembangunan, memberikan 
kepastian bukum, mewujudkan 
keadilan bagi penguasaan tanab 
bagi masyarakat, dan menunjang 
terwujudnya kelestarian lingkungan 
bidup. Dalam rangka mewujudkan 
kondisi tersebut, ditempub antara 
lain (a) kebijaksanaan menetapkan 
dan menerapkan baku mutu ling· 
kungan, (b) melembagakan pemba· 
ngunan perkotaan yang mengacu 
pada rencana tata ruang kota yang 
berkualitas dan operasional. 

Untuk itulah data dasar dalam 
pengembangan perkotaan harus di­
inventarisasi dan sedapat mungkin 
dipetakan, sehingga kaitan keru­
angannya dapat dianalisis secara 
terpadu. 

a. Data Dasar 

Data dasar yang diperlukan da­
lam 'pengembangan wilayah me· 
liputi: (a) data dasar perpetaan; (b) 
data dasar sumberdaya alam; (c) 
data dasar sosial ekonomi. 

Diperlukan data dasar geod~~~ ' 
yang akurat untuk dapat disusun" 
peta dasar sebagai dasar penuangan 
data sumberdaya alam, sumberdaya 
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ba:fltan dan sumberdaya sosial ek­
. budaya. 

Dalam Undang-Undang tentang 
"Penataan ltuan~ No. ''2A '1'ab.un \~~ 
fasal 19 ayat (1) menyebutkan ba· 
hwa rencana tara ruang dibedabtn 
atas : (a) Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional, (b) Rencana Tata 
Ruang Wilayah Propinsi Daerah 
Tingkat I , dan (c) Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kabupaten/Ko­
tamadia Daerah Tingkat II. 

Lebih lanjut dalam ayat (2) di­
sebutkan bahwa rencana tata ruang 
tersebut digambarkan dalam peta 
wilayah negara Indonesia, peta 
wilayah Propinsi Dati I, peta 
wilayah Kabupaten Dati II, dan peta 
wilayah Kotamadia Dati II , yang 
tingkat ketelitiannya diatur dalam 
peraturan perundang-undangan. 

Dalam penjelasannya, disebut­
kan bahwa rencana tata ruang dibe­
dakan menurut tingkat ketelitian­
nya karena informasi yang termuat 
dan skalanya berbeda. Dalam per· 
aturan perundang-undangan yang 
mengatur peta wilayah dapat diten· 
tukan tingkat ketelitiannya dengan 
pedoman:(a) peta wilayah negara In­
donesia dengan tingakt ketelitian 
minimal berskala 1:1.000.000; (b) 
peta wilayah propinsi Daerah 
Tingkat I dengan tingkat ketelitian 
minimal berskala 1:250.000; (c) peta 
wilayah Kabupaten Dati II dengan 
tingkat ketelitian minimal berskala 
1:100.000 dan peta wilayah Ko­
tamadya Daerah Tingkat Il dengan 
tingkat ketelitian minimal berskala 
1:50.000. 

Dalam pengertian minimal un­
tuk skala peta dikandung arti bahwa 
suatu rencana tata ruang dapat di· 

gambarkan dalam peta wilayah ber­
skala lebih besar . 

Rencana Tata Ruang wilayah 
l\otamama ~e-rab. '1'\n~\.at 11 me­
merlukan peta dengan tingkat 
ketelitian minimal berskala 1:50.000 
karena faktor-faktor seperti 
kepadatan penduduk dan bangunan, 
keanekaragaman kegiatan pemba­
ngunan dan intensitas pemanfaatan 
ruang wilayah Kotamadia Dati II le­
bih tinggi daripada di wilayah Kabu­
paten Dati II. Tingkat ketelitian 
tersebut di atas dapat berubah se­
suai dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 

Dengan demikian terlihat bah­
wa untuk tujuan pengembangan 
daerah perkotaan, tingkat ketelitian 
peta yang diperlukan minimal skala 
1:50.000. Skala peta yang lebih besar 
(skala 1:25.000, 1:10.000, 1:5.000, 
1:1000) diperlukan untuk keperluan 
yang lebih operasional. Sebagai pem · 
banding, di Jerman Barat misalnya, 
peta dasar perkotaan bahkan ber­
kisar antara 1:500 dan 1:1000 digu­
nakan untuk 35 kota untuk keper­
luan kadaster (Widyo Nugroho Su­
lasdi dan Hasanuddin Z. Abidin, 
1995). 

Jangka waktu Rencana Tata 
Ruang Wilayah Nasional adalah 25 
tahun, untuk Propinsi 15 tahun, dan 
untuk Kabupaten/ Kotamadia 10 ta­
hun. Meskipun demikian, rencana 
tata ruang tersebut dapat ditinjau 
kembali atau disempurnakan dalam 
waktu kurang dari waktu yang 
ditetapkan apabila terjadi peru­
bahan kebijaksanaan yang mem· 
pengaruhi pemanfaatan ruang 
akibat perkembangan teknologi'\dan 
keadaan yang mendasar. Penin-
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jauan kembali dan a tau penyempur­
naan yang diperlukan untuk menca­
pai strategi dan araban kebijaksa­
naan yang telab ditetapkan di­
lakukan paling tidak 5 tabun se­
kali. 

Rencana tata ruang tersebut 
dijabarkan kedalam program pe­
manfaatata ruang 5 tabunan sejalan 
dengan Repelita dan dijabaran lagi 
dalam program pemanfaatan ruang 
tabunan. 

Permasalaban yang dihadapi 
adalab peta dasar skala besar yang 
belum tersedia di selurub wilayab 
Indonesia. Permasalaban ini dijum­
pai secara umum dalam pemba­
ngunan yang bergerak dalam sektor 
lain yang berkaitan dengan sumber­
daya alam dan lingkungan hidup. 
Disadari babwa wilayab Indonesia 
yang sangat luas dengan perkem · 
bangan wilayab yang tidak seragam, 
meinerlukan waktu, biaya dan sum­
berdaya manusia yang profesional 
untuk dapat menyediakan peta 
dasar yang memenubi syarat. Oleb 
sebab itu prioritas utama dalam Re· 
pelita VI ini·· yang lebih ditegaskan 
lagi dalam dengar pendapat Bako­
surtanal dengan Komisi X DPR-RI 
pada tanggal 19 September 1995-­
adalab mempercepat penyelesaian 
peta dasaJ," berbagai skala yang 
diperlukan untuk menunjang 
penataan ruang. Pemetaan digital 
diterap$.an untuk mempercepat 
proses pemetaan dasar skala 
1:25.000 di selurub Pulau Jawa, 
Bali; NTB, N'IT dan Timtim. Apli­
kasi inde raja satelit dikembangkan 
untuk penyusunan peta citra di 
wilayab Maluku dan Irja. 

b. Pemutakhiran Data 

Terlihat babwa data dasar sum­
berdaya alam dan sumberdaya 
buatan dan sumberdaya sosial 
ekonomi budaya barus selalu dimu­
takbirkan mengikuti perubaban 
yang· terjadi. Ini berarti pula babwa 
pemetaan merupakan kegiatan yang 
tidak akan pemab selesai, sebab be­
gitu peta tersebut selesai dibuat dan 
dicetak selalu sudab kadaluwarsa. 
U ntuk mengejar kecepatan per· 
ubaban tersebut, maka pengem­
bangan basis data digital meru· 
pakan jawaban yang paling .tepat, 
karena pemutakhiran data dapat di­
lakukan dengan lebih cepat. 

Direktora] Tata Kota dan Dae­
rab, Ditjen Cipta Karya, Departe­
men Pekerjaan Umum telab me-

• lakukan pemutakhiran data dasar 
perkotaan di berbagai pulau di Indo­
nesia. Sebagai data dasar digunakan 
data BPS. Sedangkan peta dasar 
skala 1:250.000 menggunakan peta 
RePPProT basil kerjasama Bakosur· 
tanal, Transmigrasi dan Pemerintab 
Inggris. Tujuan pemutakhiran data 
dasar perkotaan ini adalah (a) un­
tuk mengembangkan model data 
dasar perkotaan yang telab diterap· 
kan pada Propinsi Jawa Barat dan 
Lampung, (b) menyiapkan data 
dasar perkotaan nasional secara ber­
tabap dan bersifat mudab dimuta­
khirkan, (c) menyiapkan informasi 
perkotaan sebagai data sekunder 
yang menjadi masukan untuk ana­
lisis lebih lanjut, (d) secara bertabap 
sistem ini akan dimantapkan seba- ·· ·' 
gai sistem informasi perkotaan. :"~ ~ 

0 
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Manfaat . pengembangan basis 
data perkotaan pada level nasional 
dan regional adalah: (a) dapat me­
nyimpan dan inemberi informasi 
perkotaan secara tepat dan cepat, 
terutama untuk keperluan perenca­
naan wilayah dan nasional, (b) se­
cara bertahap akan tersedia data 
dasar perkoaan nasional secara 
sistematis, mudah diakses , dan 
mudah dimutakhirkan. Sedangkan 
manfaat untuk lingkup lokal, maka 
informasi yang menggambarkan 
perkembangan kota dan hubungan 
sebab akibat terwujudnya kegiatan 
sosial ekonomi kota (seperti 
perkembangan penduduk, struktur 
penduduk, struktur ekonomi, pro­
duksi kota, tingkat pelayanan kota, 
kondisi infrastruktur kota baik se­
cara spasial maupun non spasial) 
sangat dibutuhan untuk dapat 
mengarahkan perkembangan kota 
secara tepat. 

Aplikasi inderaja untuk pemu­
takhiran data dasar sumberdaya 
juga telah dikembangkan antara 
lain dengan pengembangan pe­
motretan udara format kecil yang 
relatif biayanya lebih murah diban­
dingkan dengan pemotretan udara 
dengan kamera metrik. Pemantauan 
dengan memanfaatkan citra in­
deraja satelit juga telah dikem­
bangkan antara lain untuk menilai 
l!lju pertumbuhan pennukiman dan 
bangunan secara garis besar. Peta 
indeks vegetasi yang dianalisis dari 
citra satelit juga dapat diterapkan , 
untuk menilai apakah suatu kota 
cukup hijau atau gersang. 

Pada masa yang akan datang 
citra basil rekaman satelit mata­
mata dari negara maju yang 

dialihfungsikan untuk satelit in­
deraja komersial nampaknya juga 
akan dapat dimanfaatkan untuk pe­
mantauan perkembangan kota. 

IV. KESIMPULAN 

a Dalam rangka pengembangan 
daerah perkotaan peta dasar yang 
baku mutlak diperlukan. 

b Data dasar sumberdaya alam, 
sumberdaya buatan, dan sumber­
daya sosial, ekonomi budaya perlu 
dikumpulkan secara periodik un­
tuk dimasukkan kedalam peta 
dasar, sebagai masukan dalam 
peninjauan pentaan ruang. 

c. Basis data perkotaan yang telah 
ada perlu terus dikembangkan 
dengan penyempurnaan data 
dasar yang telah dimilki tenttama 
jaringan basis data antar instansi. 
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PE~KEMBANGANDAERAHPERKOTAAN 
DITINJAU DARI ASPEK HIDROLOGI 

Oleh: 
Sudarmadji 

INTISARI 

Perkembangan· daerah kota secara fisik ditandai dengan meluasnya wilayah 
kota, dan bertambahnya daerah permukiman baru di sekitamya. Disisi lain 
perkembangan kota menyebabkan dampak negatif pada kondisi hidrologi, baik 
yang kuantitias maupun kualitas. Perluasan daerah kota seiing menyebabkan 
banjir dan genangan di daerah kota itu sendiri, yang disebabkan oleh meningkat· 
nya koefisien aliran serta tidak mampunya saluran drainase untuk menampung 
limpasan yang terjadi. Perkembangan kota menyebakan kebutuhan air men­
ingkat untuk penyediaan air di daerah kota tersebut. Air yang digunakan berasal 
dari berbagai sumber air, baik air permukaan maupun airtanah, yang sifatnya 
terbatas. Aktivitas penduduk kota menghasilkan limbah yang dibuang ke dalam 
lingkungan, yang dapat mencemari air permukaan maupun airtanah. Di{lihak 
lain airtanah masih merupakan sumber yang utama untuk penyediaan air di 
daerah kota. Perkembangan daerah kota dapat mempengaruhi kondisi hidrologi 
baik 'kuantitas dan kualitasnya, yang hal ini dapat dijadikan pertimbangan 
dalam perkembangan dan pengembangan kota. 

I. PENDAHULUAN 

Dewasa ini masalah air makin 
menunjukkan arah yang semakin 
memprihatinkan. Berbagai per· 
masalahan yang berkaitan dengan 
kuantitas air, berkisar kekeringan 
yang menunjukkkan kekurangan 
air, sampai kepada masalah banjir, 
yang kesemuanya ini menunjukkan 
ketidakmerataan kuantitas air 
menurut dimensi ruang dan waktu. 
Disamping itu terdapat juga per­
masalahan yaQg terkait dengan 
kualitas air, antara lain ditunjukkan 

dengan berbagai masalah yang tim· 
bul terkait dengan pencemaran air,· 
tidak memenuhinya persyaratan air 
untuk berbagai keperluan, terjadi· 
nya hujan asam di kota-kota besar, 
sampai kepada masalah keasinan 
airtanah akibat intrusi air laut di 
kota-kota pantai. 
. ., Pengamatan dari tahun ke tahun 
menunjukkan bahwa kota-kota di 
Indonesia semakin berkembang, 
ditinjau dari aktivitas penduduk di 
dalamnya serta dari wilayah fisik ko­
tanya. Perkembangan kota secara 
fisik ditandai dengan bertamOhh 
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luasnya daerah perkotaan; per· 
luasan ini dapat berlangsung sampai 
ke daerah luar kota. Bangunan-ba· 
ngunan dan fasilitas pusat pela­
yanlm umum dan sarana trans· 
portasi bertambah banyak dan hera­
gam, disamping jumlah penduduk 
juga makin bertambah. 

Kebutuhan daerah permukiman 
makin bertambah dan mendesak 
dan ini seringkali menyebabkan 
daerah-daerah yang tidak layak 
huni dijadikan daerah permukiman, 
tanpa memperhatikan resiko dan ba­
haya, serta mengabaikan peraturan 
perundangan yang berlaku. Daerah· 
daerah bantaran sungai, daerah di 
sekitar jalan kereta api merupakan 
derah yang sering dijadikan daerah 
hunian. 

Berbagai usaha telah ditempuh 
oleh pemerintah dalam mengatasi 
masalah kekurangan daerah per· 
mukiman, antara lain dengan 
menyediakan berbagai fasilitas un­
tuk memiliki rumah, seperti meng­
gunakan kredit bank. Kawasan 
perumahan mewah sampai rumah 
sangat sederhana (RSS) , banyak 
dibangun di luar daetah, di ping­
giran daerah perkotaan. Oleh sebab 
itu dengan dibangunnya daerah pe­
rumahan di luar daerah perkotaan, 
secara fisik pada akhimya kota akan 
bertambah luas. Di daerah perko­
taan masalah yang sering timbul 
dalam.--kaitannya dengan air men­
cakup beberapa hal; yang akan diba­
has dalam bagian berikut. 

II. LIMPASAN DAN PERUBAH-· 
AN PENGGUNAAN LABAN 

0 

Altematif pemecahan masalah 
kekurangan daerah permukiman 
dan pemecahan masalah daerah ku­
rnub dengan cara mendirikan kom­
pleks perumahan di luar daerah 
perkotaan dan merubah daerah yang 
semula merupakan daerah per· 
tanian menjadi daerah permukiman 
menimbulkan dampak negatif pada 
hidrologi. Banyak daerah yang se­
mula menjadi daerah resapan air di­
ubah menjadi daerah permukiman, 
sehingga fungsinya sebagai daerah 
resapan air dapat berkurang atau 
bahkan berubah sama sekali. Lim­
pasan yang terjadi akan bert~bah 
besar, sehingga daerah-daerah yang 
terletak di bagian hilir akan men­
derita banjir. 

Ditinjau dari segi kuantitas mau­
pun kualitasnya, masalah perubah-

• an penggunaan laban sangat erat 
kaitannya dengan perubahan kon· 
disi hidrologi di daerah yang ber­
sangkutan. Penelitian Sudarmadji 
dkk (1994) di Mangunan Girirejo, 
Kabupaten Bantul menunjukkan 
bahwa aliran yang berasal dari 
daerah berhutan lebih rendah dari· 
p,ada yang berasal dari daerah 
tegalan, dimana laban diolah secara 
intensif. Disamping itu limpasan di 
darah hutan mengandung kadar zat 
kimia yang lebih rendah diban­
dingkan aliran yang keluar mening­
galkan daerah tegalan. Penggunaan 
pupuk serta pengolahan tanah yang 
dilakukan di daerah tegalan mem­
berikan efek yang cukup penting 
pada kualitas air yang meninggal­
kan daerah tersebut. Aliran yang. 
berasal dari daerah berhutan mem~ ~ 
punyai nilai DHL sebesar 24,79 ~i: 
kromhos/cm, sedangkan dari aliran 
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dari tegalan mempunyai DHL 7 4,17 
mikromhos/cm. Limpasan dari 
daerah hutan berkadar klorida, sui­
fat, pospat dan amonia masing-ma­
sing sebesar 6,30 mg/1; 15,0 mg/1; . 
0,66 mg/1 dan 0,75 mg/1, sedangkan 
aliran dari daerah tegalan mengan­
dung klorida, sulfat, pospat dan amo­
nia masing-masing sebesar 7, 78 
mg/1; 31,0 mg/1; 2,79 mg/1 dan 1,35 
mg/1. Dampak penggunaan lahan 
tersebut sejalan dengan yang diung­
kapkan oleh Cordery (1976) yang 
meneliti pengaruh urbanisasi ter­
hadap sungai, termasuk kualitas 
airnya. 

Dengan berkembangnya daerah 
perkotaan, sarana drainase dan 
sanitasi di daerah perkotaan ke­
mungkinan tidak lagi mampu 
menampung limpasan dan limbah 
yang dibuang ke dalamnya karena 
sarana ini dibuat sebelum daerah 
kota berkembang, debit puncak lim­
pasan dapat bertambah dari 2 
hingga 20 kali lebih besar diban­
dingkan dengan sebelum daerah 
tersebut berkembang menjadi 
daerah perkotaan (Hollis , 1975). 
Peningkatan debit terutama terjadi 
sangat tajam bagi debit yang mem­
punyai periode ulang yang pendek. 
Banjir yang timbul di daerah kota 
tidak hanya sekedar membawa air, 
tetapi disamping air juga membawa 
muatan sedimen (lumpur dan pasir) 
yang akan diendapkan di daerah itu 
pula. Sarana drainase yang dibuat 
sudah terlalu lama dan perlu untuk 
diperbaiki lagi. Namun demikian sisi 
lain yang sering dijumpai adalah 
kekurangan data hidrologi untuk 
perencanaan di derah semacam ini. 

III. PENYEDIAAN AIR 
DIKOTA 

3.1. Jenis Penggunaan Air 
diKota 

Air di daerah kota digunakan uh­
tuk berbagai macam keperluan . 
Yang menonjol adalah untuk keper­
luan rumah tangga, termasuk untuk 
minum dan sanitasi. Penggunaan 
yang lain.adalah untuk industri dan 
keperluan umum (kantor, rumah 
sakit, sekolah dan lain-lain). Keper­
luan air untuk hotel dan pariwisata 
juga tidak kalah pentingnya. Ma­
sing-masing penggunaan air sangat 
bervarisi jumlahnya. Untuk keper­
luan domestik mencapai jumlah 
sekitar 100 hingga 150 liter/ 
harilorang untuk daerah kota, bah· 
kan di Amerika Serikat mencapai 
250 literlharilorang. Industri yang 
ada di daerah kota sangat beraneka 
dari industri bengkel sampai kepada 
industri makanan, yang memer­
lukan air dalam j umlah yang her- · 
variasi, tergantung dari jenis dan 
besar k~il industrinya. 

3.2. Sumber Penyediaan Air 

Menetapnya penduduk di daerah 
perumahan baru akan menimbul­
kan dampak bertambah besamya air 
yang digunakan di daerah yang ber­
sangkutan maupun bagi daerah kota 
secara keseluruhan. Sumber air 
yang digunakan untuk kepentingan 
daeah perkotaan dapat diperoleh 
dari berbagai sumber baik dari air 
permukaan maupun airtanah. Sum­
her air permukaan diolah dahulu se 
belum dipergunakan untuk berbagai 

Forum Geografi No. 16 dan 17 Th. IX/ Juli Dan Desember 1995 59 



keperluan. Sumber air ini bisa diam· 
bil dari tempat yang jauh di luar 
kota, di daerah hulu. Pertambahan 
jumlah .air yang digunakan menye­
babkan diupayakan pula pertam· 
bahan jumlah air yang disediakan, 
dan ini dipenuhi dengan mencari 
sumber air baru untuk keperluan 
tersebut. 

Sampai saat ini sebagian besar 
penduduk di dunia ini menggan· 
tungkan cadangan air untuk keper­
luan hidupnya dari airtanah. 
Kota-kota pun masih banyak yang 
menggunakan airtanah sebagai 
sumber penyediaan airnya. Menggu· 
nakan airtanah sebagai sumber air 
untuk keperluan sehari-hari me­
mang sangat tepat ditinjau dari segi 
kuantitas dan kualitasnya. Clearly 
(1977) dalam Travis dan Etnier, 
(1984) mengemukakan beberapa ke- • 
untungan yang diperoleh dalam 
menggunakan airtanah sebagai air 
minum, adalah: 

(1) variasi kualitas airtanah da· 
ri waktu ke waktu relatif stabil; 

(2) airtanah mempunyai kualitas 
yang baik, menyebabkan be­
aya pengolahannya murah; 

(3) agihan dan luasan wilayah air 
tanah lebih besar dibandingkan 
dengan air permukaan, se­
hingga jaringan transmisi yang 
mahal untuk mendistribusikan 
air dapat ditekan; 

(4)dengancara yangiepat, laban 
di atas akifer masih dapat digu­
nakan untuk industri, peru­
mahan, pertanian dan re· 
kreasi; 

(5) akifer mengandung airtanah 
dan meyimpan air yang besar 0 
jumlahnya, sehingga tidak · 

diperlukan waduk untuk me­
nyimpannya seperti yang ter· 

· jadipada airpermukaan, selain 
itu terhindar dari masalah eva· 
porasi. 

W alaupun demikian, disamping ke­
untungan yang telah disebutkan, 
airtanah juga mempunyai kelema­
han apabila digunakan untuk air 
minum, yaitu: 

(1) airtanah yang diambil melalui 
sumur dalam (artesis) me­
ngandung zat kimia tertentu 
dalam kadar yang cukup tinggi, 
seperti kalsium, magnesium, 
mangan dan besi. Zat seperti 
hidrogen sulfida, sulfida, sulfat 
dan klorida mungkin pula ter­
dapat dalam kadar yang cukup 
tinggi, demikian pula fl.uorida. 
Kadar zat kimia yang tinggi 
dalam aiitanah mungkin meng­
ganggu kesehatan; 

(2) dekomposisi anaerobik zat 
organik yang tertimbun dapat 
mencemari airtanah dengan 
menghasilkan gas seperti 
methane, amonia dan hidrogen 
sulfida; 

(3) airtanah yang terdapat di da­
erah pantai dapat mengalami 
intrusi air laut; 

(4) apabila airtanah dalam aki~ 
fer mengalami pencemaran sa­
ngat sukar atau hampir tidak 
mungkin untuk dibersihkan 
kern bali. 

Mendasarkan kepada hal terse­
but di atas dapat diketahui betapa 
pentingnya menjaga dan melindungi 
airtanah terhadap pencemarah~' 
khususnya bagi kota-kota yat}g 
menggantungkan cadangan a-ir 
minumnya dari airtanah setempat. 
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Di daerah-daerab kota pantai me­
ngalami tingkat keasinan airtanab 
J1lllg semakin tinggi dari waktu ke 

aktu. Hal ini antara lain dise­
babkan oleb besamya pengambilan 
airtanab dari akifer pantai, se­
demikian bingga melampaui kapasi-
as akifer untuk menyediakan 

airtanab lagi. 8ebagai akibatnya 
adalah masuknya air laut ke dalam 
akifer pantai tersebut, seperti ter­
jadi di Jakarta, 8emarang dan 8ura­
baya. Di kota- kota yang jauh dari 
pantai, masalab airtanab yang di­
hadapi adalab menurunnya muka 
airtanab yang terus menerus, se­
hingga letak airtanab menjadi se­
makin dalam. Pada musim-musim 
kemarau sumur- sumur bahkan ke­
ring. 

IV. SANITASI DAN PENCE­
MARAN AIR DI DAERAH 
KOTA 

4.1. Sarana Sanitasi 

Dalam pembangunan kompleks 
perumaban baru tidak banya 
sekedar membangun rumab saja, 
tetapi di dalamnya termasuk mem­
bangun sarana sanitasi lingkungan, 
seperti sarana penyediaan air 
min urn, sarana saluran air kotor dan 
bahkan sampai kepada sarana sani­
tasi yang bersifat individual, seperti 
sumur, kakus, septic tank dan re­
sapan air limbab. 8ering dijumpai 
bahwa sarana sanitasi tidak disele­
saikan dengan tuntas. 8aluran air 
kotor tidak te"rselesaikan dengan 
sempuma, sebingga meirimbulkan 
dampak negatif di daerab seki-

tamya, khususnya di bagian hilir. 
Air kotor yang berasal dari daerah 
permukiman hanya dibuang ke la­
ban terbuka termasuk ke sawab 
sekitamya. 8ampab basil kegiatan 
sebari-bari juga tidak tertangani 
dengan baik, kbususnya tempat 
pembuangan sementara maupun 
tempat pembuangan akhirnya. 

4.2. Pencemaran Air 

· 8arana sanitasi tersebut di atas 
dapat merupakan sumber pencemar 
bagi lingkungan perairan di sekitar 
kompleks perumaban yang baru. 
Penelitian pengarub sanitasi 
lingkungan terbadap kualitas air 
belum banyak dilakukan, namun 
8udarmadji dan 8uyono (1994) telab 
meneliti pengaruh buangan limbab 
dari sebuab kompleks perumaban 
yaitu di Banteng Baru, Yogyakarta. 
Dari penelitian ini terlihat babwa 
limbah yang dibuang dari kompleks 
perumaban memberikan dampak 
negatif terbadap airtanab di daerab 
sekitar kompleks perumahan terse­
but, khususnya bagi daerah yang 
berada di bagian hilirnya. Airtanab 
di sekitar perumaban, khususnya 
yang terletak di sebelab hilirnya, 
mempunyai kadar 804, yang lebih 
tinggi dibandingkan dengan daerab 
yang terletak di utara dan di timur 
kompleks. Di daerah perumaban 
kadar 804 rata-rata dalam airtanah 
mencapai 248,9 mgll. Di selatan pe­
rumaban airtanah mempunyai 
kadar 804 rata-rata 11,3 mgll, se­
dangkan di bagian utara dan timur 
kompleks mempunyai kadar 804 
rata-rata masing- masing 9,9 mg/1, 
dan 7,0 mgll. 
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Oleh sehab itu pembangunan 
kompleks perumahan di kawasan 
luar kota dapat menyehabkan tim­
bulnya daerah-daerah baru yang 

. mengalami pencemaran air, baik air-
tanah maupun air permukaan. De­
ngan demikian, pemhangunan 
kompleks perumahan baru haruslah 
dilengkapi dengan sistem sanitasi 
yang haik. Pembangunan kompleks 
perumahan sangat sederhana harus 
diwaspadai bila dilihat dari aspek 
kualitas airnya. 

Di daerah perkotaan berbagai 
kegiatap. dilakukan oleh penduduk. 
Pembuangan limhah dari berbagai 
sumher ke dalam lingkungan terus 
herlangsung, sehingga daerah per­
kotaan dapat merupakan sumber 
pencemar yang terus menerus. Hal 
yang sering lepas dalam perhatian 
adalah pencemaran yang bersumber • 
dari jalan raya di daerah kota. Be­
herapa penelitian seperti yang di­
lakukan oleh Bryan (1972), Angino 
et al (1972) menunjukkan hahwa 
pencemaran air yang hersumber dari 
aliran permukaan darijalan raya se­
saat sehahis hujan merupakan sum­
her pencemar air yang potensial. 
Logam berat seperti tirilhal (Ph) yang 
berasal dari emisi gas huang dari 
kendaraan hermotor potensial untuk 
diendapkan dijalan raya dan daerah 
sekitarnya, selanjutnya dapat 
mencemari air di daerah perkotaan 
dan s~kitarnya. 

Berhagai macam kegiatan 
man usia akan menghasilkan limhah 
yang akan dihuang haik langsung 
maupun tidak langsung ke dalam 
lingkungan. Semakin banyak dan 
bera~eka kegiat~m manusia ~an s.e- O 
makm hanyak limbah yang dihasil- · 

kan dan selanjutnya akan dibuang 
ke lingkungan. Kegiatan domestik 
memerlukan air dari sekitar 60 liter 
per orang per hari di daerah pede­
saan sampai sekitar 150 liter per 
orang per hari di daerah kota; hah­
kan Erlina (1991) mengemukakan 
dalam penelitiannya, di Kotamadia 
Yogyakarta konsumsi air rata-rata 
penduduk sehesar 198liter per orang 
perhari. 

Dari sejumlah air yang dipakai 
sekitar 60 hingga 80 persennya akan 
dibuang sebagai limbah (rata-rata 
70 persen). Limhah yang dibuang ke 
dalam lingkungan perairan inilah 
yang menyebabkan penceniaran 
pada air atau perairan, yang selan­
jutnya menimbulkan banyak ma­
salah yang berkaitan dengan kese­
hatan. Pencemaran air yang banyak 
terjadi pada dasarnya hersumber 
dari limhah yang dibuang ke dalam 
lingkungan. Dua sumher utama 
yang mempunyai kontrihusi terhe­
sar dalam masalah pencemaran air, 
yaitu yang vertama, adalah pence­
maran yang hersumher· dari limhah 
industri, dan yang ~ yang ber-

. sumher dari limhah kegiatan rumah 
tangga atau limbah domestik. 

Penanganan limhah dari industri 
secara konseptuallebih mudah di­
laksanakan karena sumhernya jelas 
dan dari aspek kelemhagaan lehih 
mudah ditangani. Penanganan pen­
cemaran oleh limhah rumah tangga 
akan lehih sulit dibandingkan de­
ngan penanganan pencemaran yang 
bersumher dari limbah industri. 
Walaupun hila dilihat darijenis pen~ ' 
cemarannya lehih mudah untuk dla~~ 
tasi, limhah yang bersumber dari 
sektor ini tidak terpusat pada suatu 
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wilayah tertentu, melainkan terse­
bar di mana-mana, seirama dengan 
persebaran daerah permukiman. 

Menghadapi permasalahan 
pencemaran air, telah banyak usaha 
yang dilakukan oleh Pemerintah, 
baik melalui perundangan maupun 
dengan program-program aplikatif 
yang dapat diterapkan di lapang an. 
Baku mutu air telah ditetapkan, 
baik baku mutu air bagi sumber­
sumber air maupun bagi limbah 
yang dibuang ke perairan. Penen· 
tuan baku mutu i.ni dimaksudkan. 
agar air tetap terjaga kualitasnya, 
tanpa menghabat pembangunan 
yang dilaksanakan. Program yang 
sudah dilaksanakan secara nyata 
terujud dengan program kali besih 
(prokasih). · Terlepas dari keberha· 
silannya, paling tidak sudah ada tin· 
dakan yang konkrit untuk meng­
amankan kualitas air. Peraturan 
perundangan yang mengatur agar 
kualitas lingkungan tetap terpeli· 
hara termasuk air, .sudah banyak 
ditetapkan, antara lain Undang-Un· 
dang No. 4 tahun 1982 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Ling­
kungan Hidup, Peraturan Pemetin­
tah No. 20 tahun 1990 tentang 
Pengendalian Pencemaran Air, 
Keputusan Menteri KLH No.Kep· 
02/MENKLH/ 111988 tentang Pedo­
man Penetapan Baku Mutu Ling· 
kungan dan sebaginya, yang pada 
dasamya juga menjaga kualitas air 
dari pencemaran. 

V.PENUTUP 

Telah dikemukakan masalah· 
masalah yang menyangkut air, yang 

terkait dengan perkembangan kota. 
Orang banyak dihadapKan kepada 
masalah-masalah yang terkait de­
ngan kuantitas dan kualitas air. Pe­
rubahan penggunaan lahan menjadi 
daerahkedap air menyebabkan se· 
ring terjadinya banjir dan genangan, 
yang disebab~an oleh. bertambah be­
sarnya koefien aliran, selain juga 
disebabkan oleh kurang mampunya 
saluran drainase untukmenampung 
limpasan. 

Perkembangan daerah perko­
taan secara fisik akan selalu terjadi 
di kota-kota di Indonesia; dan 
perkembangan ini menyebabkan ke­
butuhan air terus meningkat sejalan 
dengan bertambahnya jumlah pen· 
duduk dan bertambahnya aktivitas 
kota. Disisi lain dengan meningkat· 
nya penggunaan air untuk berbagai 
keperluan, limbah yang besumber 
dari penduduk dengan segala aktivi· 
tasnya meningkat pula. 

Pencemaran air, baik airtanah 
maupun air permukaan akan meru­
pakan bagian lain dari akibat 
perkembangan kota ini, sedangkan 
di masa mendatang kebutuhan air 
bagi penduduk kota masih banyak 
tergantung dari airtanah. Sanitasi 
lingkungan yang kurang baik · akan 
mendukung terjadinya pencemaran 
airtanah maupun air permukaan. 
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